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 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL  

DALAM RANGKA RESERTIFIKASI ATAS KEPEMILIKAN S-PHPL 

NO. 004.SPHPL.019-IDN.10.13 ATAS NAMA  PT SURYA HUTANI JAYA 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN 

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

e. Penanggung Jawab 

LPPHPL 

: Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 

Rev. L 01/04/2017 

g. Tim Audit : 1. Ir Harijadi (Lead Auditor Disupervisi merangkap Auditor 

Prasyarat); 

2. Ir Indra Komara (Lead Auditor Supervisor merangkap Auditor 

Produksi); 

3. Ir Marthen Edy (Auditor Ekologi); 

4. Ir Yeti Sumiyati (Auditor Sosial); dan 

5. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Tim Pengambil 

Keputusan 

: 1. Ir Kurnia; dan 

2. Ir Rudy Setyawan. 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Surya Hutani Jaya 

b. Alamat Kantor  : Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01  Kel. Sempaja Utara  

Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda 

c. S-PHPL Awal : No. 004.SPHPL.019-IDN.10.13  

d. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Tanaman 

e. SK IUPHHK-HT : 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 

f. Luas Areal IUPHHK-HT : 183.300 Hektar  

g. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, 

Kalimantan Timur 

h. Email : supriyono.suparman@sinarmasforestry.com  

i. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Dr. Ir. Bedjo Santoso, MSi 

- Komisaris : Tarius Wirawan 

- Direktur Utama : Husin 

- Direktur Keuangan: John Andrew 

- Direktur Produksi : Supardi, SE 

j. Management 

Representatif 

: Ir Rudi Sasgo 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
mailto:supriyono.suparman@sinarmasforestry.com
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sebelum ke 

lapangan 

Samarinda, 

2 Juli 2018 

Dilakukan kepada : 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Teguh Handoko jabatan Ka Sub 

Bag. TU. 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. H Anwar Saleh jabatan 

Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan 

Hutan. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Perjalanan Kedatangan 2 Juli 2018 Samarinda – Camp 38 (melalui darat) 

Konsultasi Publik Kantor Desa 

Bungajadi, 

3 Juli 2018 

Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 

2018 bertempat di Kampung Mahak Baru. 

Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar 

Hadir. 

 

 

 

 

Pertemuan Pembukaan 

 

 

 

 

Ruang Meeting 

Camp Region 38 

PT. SRH di Sebulu 

3 Juli 2018 

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan audit lapangan, meliputi :  

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.  

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : 

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit 

dan  standar acuan penilaian yang 

digunakan. 

c. Menyampaikan kesanggupan 

menandatangani pernyataan menjaga 

kerahasiaan data / dokumen auditee. 

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat 

penunjukkan Manajemen Representatif. 

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan 

Camp Region 38 

PT. SRH di Sebulu,  

Blok RKTUPHHK-

HT Tahun 2014-

2018 Di Distrik 

Muara Bengkal, 

Sebulu, dan Santan 

TPn dan TPK Hutan 

dan TPK Antara 

4 – 6 Juli 2018 

Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap 

data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 

(lima) tahun terakhir serta menganalisa 

kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : 

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK 

Hutan.  
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Pertemuan Penutupan Ruang Meeting 

Camp Region 38 

PT. SRH di Sebulu 

7 Juli 2018 

Penyampaian dan permintaan konfirmasi 

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan 

audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan 

temuan ketidaksesuaian.  

 

Terhadap temuan ketidaksesuaian 

diterbitkan LKS. 

 

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan 

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 

Perjalanan Kepulangan 8 Juli 2018 Camp 38 – Samarinda (melalui darat) 

 

Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan sesudah dari 

lapangan 

 

Samarinda, 

9 Juli 2018 

Dilakukan kepada : 

- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 

diterima oleh Bpk. Zulfikar jabatan Kasie 

PPKH 

- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh 

Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Seksi 

PEPHP. 

Hasil koordinasi teknis didokumentasikan 

Pengambilan Keputusan 

Resertifikasi  

Samarinda, 

30 Juli 2018 

a. IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya dinilai 

LULUS audit Resertifikasi PHPL dengan 

predikat BAIK sesuai Lampiran 1.2. dan 

2.1. Peraturan Direktur Jenderal PHPL  

No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. 

b. S-PHPL PT Surya Hutani Jaya dapat 

diterbitkan kembali dengan masa berlaku 

selama 5 (lima) tahun. 
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4. RESUME HASIL  AUDIT  RESERTIFIKASI 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator No. 1.1  :   Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen legal 
dan administrasi tata batas (PP,  

SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta 
TBT) 

 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen legal dan 
administrasi tata batas (Laporan TBT, Pedoman 
TBT, BA TBT dan Peta TBT) yang dimiliki 

auditee (IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya) 
selama 5 (lima) tahun terakhir, maka diketahui 
bahwa ketersediaan dokumen legal 

auditee lengkap sesuai dengan ketentuan 
tang berlaku dan dokumen tata batas 
sesuai dengan tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas yang telah 
dilakukan di lapangan yaitu sepanjang 
457.575 meter yang terdiri dari : 

1. Batas luar areal sepanjang 
395.424,90 meter (pelaksanaan tahun 
1999); 

2. Batas dalam areal kerja dengan PT 

Anugerah Urea Sakti (d/h PT Jametro 
Multiwood) sepanjang  62.150,10 
meter (pelaksanaan tahun 2011) 

Namun auditee masih harus menyelesaikan 
rekonstruksi tata batas luar dengan 
Taman Nasional Kutai sepanjang 50.300 

meter di lapangan dengan trayek batas yang 
telah disepakati oleh para pihak pada rapat 
pertemuan tanggal 2 Juni 2017 di Kantor BPKH 

Wilayah IV Samarinda, sehingga sampai dengan 
dilakukan resertifikasi PHPL auditee belum 
mendapatkan SK. Pengukuhan Penataan 

Batas Areal Kerja, karena itu luas areal kerja 
IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya masih 
mengacu SK. HPHTI Nomor : 156/Kpts-II/1996 

tanggal 8 April 1996 seluas ± 183.300 Ha, 
artinya luas yang sebenarnya berdasarkan hasil 
pengukuran GIS yaitu ± 156.398 Ha secara 
hukum belum legal atau diakui. 

Hal tersebut sesuai dengan Tabel 3.4. Rencana 
penataan ruang areal kerja PT Surya Hutani 
Raya Untuk RKUPHHK-HT PT SRH Periode 

2017-2026 (SK. RKUPHHK-HT PT SRH Nomor : 
SK.553/MenLHK-PHPL.1/2/2018 tanggal 12 
Februari 2018) maka diketahui pada areal kerja 

IUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya seluas ± 
183.300 Ha terdiri dari : 

1. Areal Di Luar Tata Batas seluas ± 

26.902 Ha; dan  
2. Areal sesuai dengan pengukuran tata 

batas (tahun 1999 dan 2011) seluas ± 

156.398 Ha. 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Dan luas areal kerja IUPHHK-HT PT SRH ± 
156.398 Ha tesebut terdiri dari : 

1. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem 

Gambut seluas ±5.482 Ha (3,51 %), terdiri 
dari : 
a. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 

(FLEG) seluas ± 1.886 Ha dan 

b. Fungsi Buduidaya Ekosistem Gambut 
(FBEG) seluas ± 3.596 Ha. 

2. Kawasan Perlidungan Setempat dan lainnya 

seluas ±25.930 Ha (16,58 %) 
3. Areal Tanaman Pokok seluas ± 96.429 Ha 

(61,66 %) 

4. Areal Tanaman Kehidupan ± 28.557 Ha 
(18,26 %)  

1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 
legitimasinya (BATB) 

D BAIK 

 

Realisasi Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-
HTI PT. Surya Hutani Jaya sepanjang 457.575 
meter sudah dilaksanakan sesuai verifikasi  

dokumen TBT yang dapat menyimpulkan bahwa 
Batas Areal Kerja auditee sudah temu gelang 
(100 %). 

Dokumen TBT (Buku TBT dan Peta TBT) 
tersebut meliputi : 

1. Laporan Pelaksanaan Batas Luar Definitif 

Tahun 1999 (Blok Muara Bengkal, 
Marangkayu, dan Sebulu) sepanjang 
104.888,60  meter; 

2. Laporan Pelaksanaan Batas Luar Definitif 
Tahun 1999 (Blok Muara Kaman dan 
Sebulu) sepanjang 73.102,80 meter; 

3. Laporan Pelaksanaan Batas Luar Definitif 
Tahun 1999 (Blok Muara Bengkal, Muara 
Kaman, dan Sebulu) sepanjang 
167.133,50 meter; 

4. Laporan Pelaksanaan Batas Luar dengan 
TNK Tahun 1995/2004/2005 sepanjang ± 
50.300 meter (masih proses untuk 

rekonstruksi ke 3 dengan pihak TNK); 

5. Laporan TBT dengan Batas Perkebunan 
Sawit PT. Anugerah Urea Sawit No. 

74/BPKH/IV-2/2011 sepanjang 62.150,10 
meter. 

1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 
eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen Monitoring dan 
Evaluasi Rencana Peneyelesaian Konflik (RKPK) 
PT SRH dari tahun 2013 s/d Juni 2018 dan Peta 

Identifikasi Areal Bermasalah Tahun 2013 s/d 
2018 Skala 1 : 100.000, maka diketahui bahwa 
kejadian konflik lahan di areal PT SRH telah 

terdata untuk setiap Distrik (Muara Bengkal, 
Santan dan Sebulu). 

Setiap konflik yang terjadi diketahui secara jelas 

lokasinya (nama wilayah desa, koordinat, luas 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

lahan) dan masing masing konflik dilakukan 
survey oleh Sosial and Security Departemen 
untuk dianalisa guna ditentukan Kriteriia Konflik 

(Berat/Sedang/Ringan) serta Kategori Konflik 
(dengan score 1 s/d 8), sehingga pada masing-
masing konflik dapat diketahui cara 
penyelesaiannya yang terdiri dari beberapa 4 

Fase (Status Konflik). 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian 
Konflik PT SRH tersebut dibuat setiap bulan 

oleh Conflic Resolution Officer /CRO (Dwi 
Septian), Diperiksa oleh Community Concern 
and Conflic Resolution Head / CCRCR (Dudu 

Hudaya) dan Diketahui oleh Sosial and Security 
Departemen Head /SSD (M. Junaidi). 

Sedang permasalahan batas persekutuan 

dengan pihak Taman Nasional Kutai sudah 
diselesaikan sesuai dengan kesepakatan kedua 
pihak pada dokumen notulen rapat tanggal 2 

Juni 2017 yang difasilitasi oleh Kepala BPKH 
Wilayah IV Samarinda. 

Berdasarkan Data Rekapitulasi Konflik Lahan 

setiap Distrik, maka ketahui bahwa jumlah 
konflik lahan yang terjadi sejak tahun 2013 
sampai dengan tahun 2018 mengalami pasang 
surut artinya tidak terdapat pengurangan 

jumlah konflik secara signifikan dibandingkan 
tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 
(rincian jumlah dan jenis konflik per Distrik per 

tahun pada Buku Laporan). 

Jumlah konflik lahan pada akhir bulan Juni 2018 
per Distrik sebagai berikut : 

3. Distrik Sebulu sebanyak 29 konflik; 
4. Distrik Santan sebanyak 0 konflik; 
5. Distrk Muara Bengkal sebanyak 5 konflik. 

1.1.4. 

Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 
kawasan. Apabila tidak ada 
perubahan fungsi maka verifier 

ini menjadi Not AplAicable. 

CD BAIK 

 

Terdapat Peta Hasil Overlapping antara Peta 
Areal IUPHHK-HTI PT. Surya Hutani Jaya 

dengan Peta SK.718/Mehut-II/2014 (Peta 
Kawasan Hutan di Prov. Kalimantan Timur dan 
Kalimantan Utara) dan Peta Penafsiran Citra 

Satelit IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya bulan 
Juni 2018, maka diketahui bahwa pada areal 
kerja IUPHHK-HTI PT. Surya Hutani Jaya 

terdapat perubahan fungsi kawasan yaitu dari 
HP merubah menjadi APL seluas ± 1.918 Ha 
yang terbagi di Distrik Sebulu seluas 1.855,20 

Ha, Distrik Muara Bengkal 47,10 Ha, dan Distrik 
Santan 15,70 Ha. 

Selain itu terdapat Berita Acara Serah Terima 

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nomor : 
BA.084/UHP/RKUPHT/HPL.1/3/2017 tanggal 20 
Maret 2017 terlampir Peta Fungsi Ekosistem 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Gambut Pada Areal IUPHHK-HT PT. Surya 
Hutani Jaya Skala 1 : 450.000, dimana Pihak 
Pertama (Kementerian LHK) telah menyerahkan 

Peta Fungsi Ekosistem Gambut kepada Pihak 
Kedua (Direktur Utama PT SRH) sebagai tindak 
lanjut Permen LHK Nomor : 
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang 

Perubahan dan Peraturan Menteri LHK Nomor : 
P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan 
Hutan Tanaman Industri dengan penjelasan 

bahwa Peta Fungsi Gambut yang ada di 
IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya dengan 
luas ±  5.428 Ha merupakan salah satu 

dasar dalam pengajuan usulan RKUPHHK-
HTI PT. Surya Hutani Jaya kepada 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dengan segera yaitu paling 
lambat 30 hari kerja sejak Berita Acara 
Serah Terima dibuat tanggal 20 Maret 

2017. 

Berdasarkan verifikasi beberapa dokumen yang 
terkait proses usulan RKUPHHK-HT PT. Surya 

Hutani Jaya Periode 2017-2026, maka pada 
akhirnya RKUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya 
Periode 2017-2026 telah disahkan sesuai 
dengan SK MenLHK Nomor : SK.553/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 12 Februari 
2018 dan lampiran Peta RKUPHHK-HTI PT. 
Surya Hutani Jaya Skala 1 : 100.000, dimana 

pada areal IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya 
terdapat Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem 
Gambut seluas 5.482 Ha berada di Distrik 

Sebulu. 

Sesuai dengan Rencana penataan ruang areal 
kerja IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya, pada 

RKUPHHK-HT Periode 2017-2026, maka lokasi 
Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 
diketahui sebagai berikut : 

1. Di Sempadan Sungai seluas 177 Ha; 

2. Di Kawasan Fungsi Lindung Gambut seluas 
5,011 Ha; 

3. Di Areal Penggunaan Lain seluas 294 Ha 

1.1.5. 

Penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan (Apabila tidak 
ada penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan maka ve-
rifier ini menjadi Not Aplicable). 

CD SEDANG 

 

Sejak operasional tahun 2009 pada areal 

IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya pernah 
terdapat penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan berdasarkan izin yang 

sah yaitu 2 (dua) IPPKH (tumpang tindih 
areal) sesuai Buku Revisi RKUPHHK-HTI PT. 
Surya Hutani Jaya Periode 2009-2018 sesuai 

SK. Menhut Nomor : SK.90/VI-BUHT/2012 
tanggal 21 Desember 2012 (pada Bab.II Data 
Pokok). 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2 (dua) IPPKH tersebut diterbitkan tahun 2009 
yaitu atas nama PT Tanito Harun dengan luas 
362,61 Ha dan PT Kitadin dengan luas 12,55 

Ha, dan berdasarkan informasi auditee bahwa 2 
(IPPKH) tersebut sudah tidak ber-operasi lagi 
sejak tahun 2013 karena masa izinnya tidak 
diperpanjang lagi. 

Sedang pada dokumen Buku RKUPHHK-HT PT. 
Surya Hutani Jaya Periode 2017-2026 yang 
baru disahkan bulan Februari 2018 tidak 

terdapat informasi pengggunaan kawasan di 
luar sektor kehutanan berdasarkan izin yang 
sah, seperti IPPKH atau Izin Usaha Perkebunan 

Kelapa Sawit, namun berdasarkan Peta 
Identifikasi Areal Bermasalah di IUPHHK-HT PT. 
Surya Hutani Jaya Tahun 2017 Skala 1 : 

100.000 dan Laporan Akhir Pemetaan Konflik 
Tahun 2017 setiap Konflik yang terjadi maka 
diketahui bahwa di dalam IUPHHK-HT PT. Surya 

Hutani Jaya terdapat penggunaan kawasan di 
luar sector kehutanan tanpa izin yang dilakukan 
oleh beberapa masyarakat setempat seperti 

klaim hutan adat/ulayat dan pembukaan lahan 
untuk kelapa sawit/karet yang sebagian besar 
terjadi di wilayah Distrik Sebulu telah. 

Selain itu terdapat tumpang tindih areal kerja 

IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya dengan izin 
usaha perkebunan kelapa sawit (PT, Teguh 
Jayaprima Abadi) yang memiliki Izin 

Pembukaan Lahan/Land Clearing seluas 4.000 
Ha dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 
503/21/SK-DISBUNKUKAR/IX/2008, dimana 

luas areal / lahan yang overlapping seluas ± 
973,3 Ha dan telah menjadi lahan sengketa 
antara PT. Surya Hutani Jaya dengan PT Tegus 

Jayaprima Abadi sejak tanggal 28 Apirl 2009 
dan hingga sekarang sengketa lahan tersebut 
belum dapat diselesaikan (masih ditangani oleh 

pihak Ombudsman Republik Indonesia karena 
laporan pihak PT TJA). 

Dari data dan informasi diatas maka dapat 

diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HT PT. 
Surya Hutani Jaya masih banyak ditemukan 
penggunaan kawasan hutan di luar sector 
kehutanan tanpa izin sejumlah 40 konflik 

lahan sesuai dengan Peta Identifikasi Areal 
Bermasalah Tahun 2017 dikethui 
penyebarannya sebagai berikut : 

1. Distrik Sebulu : terdapat 25 konflik lahan 
dengan masyarakat setempat/kelompok; 3 
konflik/sengketa tumpang tindih lahan 

dengan perusahaan kelapa sawit 
(PT.Teguh Jayaprima Abadi, PT Khaleda, 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PT. Sawit Khatulistiwa Plantation), dan 1 
konflik areal show window BPDAS; 

2. Distrik Santan : terdapat 3 konflik lahan 

dengan masyarakat setempat/kelompok (3 
sudah diselesaikan/close pada Juni 
2018)); 

3. Distrik Muara Bengkal : terdapat 7 

konflik lahan dengan masyarakat 
setempat/kelompok (2 sudah di 
selesaikan/close) dan 1 konflik tumpang 

tindih dengan perusahaan kelapa sawit /PT 
Hamparan Sentosa (sudah 
diselesaikan/close). 

Upaya PT. Surya Hutani Jaya untuk melakukan 
pendataan seluruh penggunaan kawasan hutan 
di luar sector kehutanan sudah lengkap (baik 

yang memiliki izin dan tanpa izin), namun 
terhadap data tersebut PT. Surya Hutani Jaya 
belum melaporkan kepada  instansi teknis 

terkait (Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI 
Samarinda) dalam jangka waktu 6 bulan 

sekali sebagaimana ketentuan yang 
berlaku (Perdirjen PHPL Nomor : 
P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pedoman 
Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik) 

Sesuai dengan hasil wawancara bagian SSD 
Head (M.Junaidi) bahwa PT. Surya Hutani Jaya 
telah melakukan upaya pencegahan 

penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan 
tanpa izin melalui patroli rutin dan menjalankan 
program sosial yang melibatkan masyarakat 

setempat dari desa sekitar areal kerja PT. Surya 
Hutani Jaya. Program-program sosial tersebut : 

1. Program Sigahkar; 

2. Program MPA (Masyarakat Peduli Api); 

3. Program DMPA (Desa Makmur Peduli Api); 

Kesimpulan Indikator 1.1.   16/18 = 88,89% (BAIK) 

2. Indikator No. 1.2  :   Komitmen Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 
dan tujuan perusahaan yang 
sesuai dengan PHL 

CD BAIK  

 

Terdapat Visi dan Misi PT. Surya Hutani Jaya 

yang telah ditetapkan oleh Kuasa Direksi PT. 
Surya Hutani Jaya pada tanggal 1 Januari 2016, 
dan misi dari Visi dan Misi sebagai berikut : 

VISI : 

“Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan 
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VERIFIER 
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ditingkat internasional melalui pengelolaan 
hutan tanaman yang menjamin kelestarian 
fungsi produksi, ekologi dan sosial guna 

mewujudkan pembangunan hutan tanaman 
yang berkelanjutan” 

MISI : 

Menyelenggarakan pengusahaan hutan 

tanaman berdasarkan prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan tanaman lestari melalui 
kegiatan sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman 
dengan dukungan manajerial dan SDM 
yang profesional; 

2. Melakukan perlindungan dan koservasi 
keanekaragaman hayati beserta ekosistem 
terutama dalam pengelolaan konservasi 

Orangutan dan menerapkan konservasi 
hutan berdasarkan Nilai Konservasi 
Tinggi (High Conservation Value-

HCV); 

3. Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip 
Padiatapa/FPIC dan melakukan 
penanganan keluhan/grievance yang 
bertanggung jawab; 

4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak 
produktif menjadi produktif secara 
berkesinambungan dan lestari, berwawasan 

ekologi dan sosial; 

5. Mengelola sumber daya hutan sebagai 
ekosistem secara partisipatif sesuai dengan 

karakter wilayah. 

Dokumen Visi dan Misi tersedia dan ditanda 
tangani oleh Direktur Utama PT. Surya Hutani 

Jaya dan sesuai dengan kerangka PHPL yang 
terkait aspek produksi, sosial, dan ekologi 
 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

CD BAIK 

 

Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan yang 
dilakukan oleh PT. Surya Hutani Jaya dengan 

cara menempel dokumen Visi dan Misi di setiap 
fasilitas ruangan kantor pada 3 Distrik dan 
sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan 

dokumen Berita Acara Pertemuan tanggal 16 
Juni 2016 di Desa Sabintulung.  
 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

D SEDANG 

 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen selama 5 
tahun terakhir maka diketahui bahwa 

implementasi PHL berdasarkan 4 (empat) 
kriteria yaitu Prasyarat, Kelestarian Fungsi 
Produksi, Kelestarian Fungsi Lingkungan dan 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kelestarian Fungsi Sosial hanya sebagian yang 
sesuai dengan Visi dan Misi. Karena sebagian 
kegiatan ada yang belum sesuai dengan Visi 

dan Misi. Rincian kegiatan tersebut dibuat pada 
Buku I Laporan Audit Tahap II Resertifikasi 
PHPL PT. Surya Hutani Jaya. 

Kesimpulan Indikator 1.2.   10/12 = 83,33 (BAIK) 

3. Indikator No. 1.3  : Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada 

Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi 

Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 
bidang kehutanan (Sarjana 
Kehutanan dan Tenaga Teknis 

menengah kehutanan) di 
lapangan pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan hutan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

CD BAIK 

 

Realisasi Ganis PHPL PT. Surya Hutani Jaya 

tahun 2018 dibanding standar jumlah Ganis 
PHPL yang harus dimiliki sebagai berikut : 

No Kualifikasi 
Standar 
Jumlah 
Ganis *) 

Realisasi 
 

+/- 

1. Ganis Canhut 6 7 + 1 

2. Ganis Nenhut 4 4 0 

3. Ganis Binhut 8 8 0 

4. Ganis Kurpet 1 1 -0 

5. Ganis PKB-R 8 12 +4 

 Jumlah 27 32 + 5 

 Ket : *) SK. Perdirjen PHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015 

untuk luas 100.000 Ha s/d 200.000 Ha. 

Keberadaan tenaga professional bidang 
kehutanan di lapangan pada PT. Surya Hutani 

Jaya tersedia setiap bidang kegiatan 
pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, bahkan jumlahnya Ganis PHPL lebih 5 

orang yaitu Ganis PHPL Canhut 1 orang dan 
Ganis PHPL PKB-R 4 orang. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

D BAIK 

 

Berdasarkan dokumen rekapitulasi rencana dan 
realisasi training selama 5 (lima) tahun terakhir 
(2014 s/d 2018) yang dilaksanakan oleh PT. 

Surya Hutani Jaya maka diketahui terdapat 
peningkatan kompetensi SDM setiap tahun, 
dengan rincian sebagai berikut : 

Tahun Rencana Realisasi  (%) 

2014 108 199 184 

2015 85 95 112 

2016 320 644 201 

2017 291 346 119 

2018 467 364 78 

Rata2 1,271 1.648 129,6 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 
ketenagakerjaan 

D BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen 

ketenagakerjaan di PT. Surya Hutani Jaya Base 
Camp KM 38 maka diketahui dokumen yang 
dimiliki oleh Bagian Personalia dan Umum 

tersedia lengkap. sesuai dengan peraturan 
perundangan ketenagakerjaaan yang berlaku 

Kesimpulan Indikator 1.3.   18/18 = 100,00% (BAIK) 

4. Indikator No. 1.4  : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan 

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai 

Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 
perusahaan dalam kerangka  
PHPL 

D BAIK 

 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait 

kelengkapan unit kerja di IUPHHK-HT PT. Surya 
Hutani Jaya, maka telah didapatkan Bagan 
Struktur Organisasi Region Kaltim KM 38 dan 
Bagan Struktur Organisasi Untuk Setiap Distrik 

(Sebulu, Santan dan Muara Bengkal). 

Selain itu terdapat dokumen job description 
untuk setiap jabatan yang ada di Bagan 

Struktur Organisasi tersebut, dan secara 
keseluruhan kelengkapan unit kerja yang 
dimiliki oleh IUPHHK-HT PT. Surya Hutani Jaya 

sesuai dengan kerangka PHPL.   

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 
Informasi Manajemen dan 
tenaga pelaksana 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) di Camp Region 
KM 38, maka diketahui bahwa PT. Surya Hutani 
Jaya memiliki perangkat SIM dan tenaga 

pelaksana yaitu Sdr. Christiady Purba sebagai 
Information Technology Departement Head, 
yang bertanggung jawab terhadap keberadaan 

peralatan IT yang dapat mendukung 
operasional di setiap Distrik. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal 
auditor dan efektifitasnya 

D BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait 
Organisasi SPI / internal auditor di PT. Surya 
Hutani Jaya maka diketahui bahwa auditee 

memiliki internal auditor sesuai dengan Struktur 
Organisasi Induk PT. Surya Hutani Jaya yang 
ditetapkan oleh Kuasa Direksi (Rudi Sasgo) 

pada bulan Mei 2016 yaitu Sdr. Noviar 
Rusdiansyah dan selama 5 tahun terakhir 
berjalan dengan efektif untuk mengontrol 

seluruh tahapan kegiatan operasional PT. Surya 
Hutani Jaya di lapangan, hal ini sesuai dengan 
laporan internal audit yang secara rutin 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

dilakukan setiap tahun 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  
manajemen berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan 

Internal Audit tahun 2015, 2016 2017 dan 
2018, maka diketahui bahwa PT. Surya Hutani 
Jaya sebagai pemegang izin usaha hutan 

tanaman industri telah melakukan tindakan 
pencegahan dan perbaikan yang konsisten 
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 

walaupun masih terdapat permasalahan di 
lapangan karena pencapaian target penanaman 
dan pemanenan tidak tercapai sesuai target 
yang direncanakan pada RKTUPHHK-HTI 

selama 5 tahun terakhir (2013 s/d Mei 2018) 
yaitu realisasi penanaman 49.743,30 Ha (31,9 
%) dan realisasi pemanenan 3.227.505,03 M3 

(38 %) – dari Data Monitoring RKT PT. Surya 
Hutani Jaya. 

Kesimpulan Indikator 1.4.   18/18 = 100,00% (BAIK) 

5. Indikator No. 1.5  : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.5.1.  

Persetujuan rencana pene-
bangan melalui peningkatan 
pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan 
diseminasi isi kandungannya 

CD BAIK 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait dengan 

persetujuan Rencana penebangan atau 
penanaman maka diketahui bahwa manajemen 
PT. SRH melalui Tim FPIC telah melakukan 

sosialisasi FPIC (Padiatapa) dengan tujuan agar 
masyarakat setempat mengetahui lokasi blok 
RKTUPHHK-HTI yang dilakukan pemanenan dan 

penanaman dan sekaligus menyetujui atau 
mendukung sesuai Berita Acara dan Daftar 
Hadir yang ditanda tangani oleh peserta 

sosialisasi kegiatan FPIC. 

Sesuai laporan kegiatan FPIC selama 5 tahun 
terakhir, maka diketahui bahwa PT SRH secara 
rutin melakukan sosialisasi terkait RKT tebang 

dan RKT tanam kepada masyarakat setempat 
yang terkena dampak. 

Terdapat Surat Dukungan dari 15 Desa sekitar 

UMH pada tahun 2017, yaitu     

1. Desa Manunggal Daya; 

2. Desa Teratak; 

3. Desa Sumber Sari; 

4. Desa Bunga Jadi; 

5. Desa Menamang Kiri; 

6. Desa Panca Jaya; 

7. Desa Muara Bengkal Ulu; 

8. Desa Giri Agung; 
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VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

9. Desa Sidomukti; 

10. Desa Senambah; 

11. Desa Benua Baru; 

12. Desa Batu Balai; 

13. Desa Ngayau; 

14. Desa Melupan; 

15. Desa Muara Bengkal Ilir 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 
batas 

D SEDANG 

 

 

Berdasarkan verifikasi laporan TBT dan 

perkembangan pelaksanaan batas TNK tahun 
2018, maka diketahui bahwa PT SRH masih 
berupaya menyelesaikan rekonstruksi batas 

dengan pihak TNK sesuai dengan justfikasi 
pada verifier 1.1.2. walaupun batas areal 
IUPHHK-HT PT SRH sudah Temu Gelang, 
sehingga secara legal pihak TNK belum 

mengakui batas dengan PT SRH dan 
mengurangi para pihak yang terlibat dalam 
proses tata batas areal IUPHHK-HT PT SRH, 

dimana para pihak tersebut sesuai dengan 
Laporan TBT No. VI-2/PP/1999 tanggal 27 
September 1999 (batas luar) dan Laporan TBT 

No.74/BPKH IV-2/2011 tanggal Januari 2012 
terdiri dari : 

1. Panitia Tata Batas yang teridiri dari 8 instansi 

pemerintahan daerah , (termasuk Camat 
Muara Bengkal, Camat Sebulu, Camat Muara 
Kaman dan Camat Marangkayu) yang  

menanda tangani Berita Acara Pelaksanaan 
Batas Luar Sendiri sepanjang 393.624,90 
Meter; 

2. PT. Anugerah Urea Sakti (d/h PT Jametro 
Multiwood), batas luar persekutuan 
sepanjang 62.150,50 Meter; 

3. PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), batas 

luar persekutuan (ter cover Lap. TBT VI-
2/PP/1999 sepanjang 393.624,90 Meter); 

4. Taman Nasional Kutai, batas luar 

persekutuan sesuai dengan Laporan TBT 
No…/Lap/BPKH IV-2/2003 sepanjang ± 
16,57 KM dan TBT No. 03/Lap/BPKH IV-

2/2004 (67,182 KM). 

Sehingga dari data TBT diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa proses tata batas areal 

IUPHHK-HT baru dari sebagian pihak yaitu 3 
(tiga) pihak atau 75 % dari yang seharusnya 4 
(empat) pihak. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

D SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi laporan TBT dan 
perkembangan pelaksanaan batas TNK tahun 

2018, maka diketahui bahwa PT SRH masih 
berupaya menyelesaikan rekonstruksi batas 
dengan pihak TNK sesuai dengan justfikasi 
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VERIFIER 
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pada verifier 1.1.2. walaupun batas areal 
IUPHHK-HT PT SRH sudah Temu Gelang, 
sehingga secara legal pihak TNK belum 

mengakui batas dengan PT SRH dan 
mengurangi para pihak yang terlibat dalam 
proses tata batas areal IUPHHK-HT PT SRH, 
dimana para pihak tersebut sesuai dengan 

Laporan TBT No. VI-2/PP/1999 tanggal 27 
September 1999 (batas luar) dan Laporan TBT 
No.74/BPKH IV-2/2011 tanggal Januari 2012 

terdiri dari : 

1. Panitia Tata Batas yang teridiri dari 8 instansi 
pemerintahan daerah , (termasuk Camat 

Muara Bengkal, Camat Sebulu, Camat Muara 
Kaman dan Camat Marangkayu) yang  
menanda tangani Berita Acara Pelaksanaan 

Batas Luar Sendiri sepanjang 393.624,90 
Meter; 

2. PT. Anugerah Urea Sakti (d/h PT Jametro 

Multiwood), batas luar persekutuan 
sepanjang 62.150,50 Meter; 

3. PT. Sumalindo Hutani Jaya (Unit II), batas 

luar persekutuan (ter cover Lap. TBT VI-
2/PP/1999 sepanjang 393.624,90 Meter); 

4. Taman Nasional Kutai, batas luar 
persekutuan sesuai dengan Laporan TBT 

No…/Lap/BPKH IV-2/2003 sepanjang ± 
16,57 KM dan TBT No. 03/Lap/BPKH IV-
2/2004 (67,182 KM). 

Sehingga dari data TBT diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa proses tata batas areal 
IUPHHK-HT baru dari sebagian pihak yaitu 3 

(tiga) pihak atau 75 % dari yang seharusnya 4 
(empat) pihak. 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung 

CD SEDANG 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen terkait 
persetujuan proses dan pelaksanaan CD/CSR 
PT SRH selama 5 (lima) tahun terakhir maka 

diketahui bahwa Program CD/CSR yang 
dilaksanakan oleh PT SRH dibuat oleh Sosial 
Security Departemen (SSD), dan sesuai dengan 

realisasi CSR/CD PT SRH dari tahun 2013 s/d 
2018 terdapat bantuan kepada beberapa Desa 
secara rutin setiap tahun sebagai berikut : 

No Nama Desa Kecamatan Distrik 

1 Menamang 
Kanan 

Muara Kaman Santan 

2 Menamang 
Kiri 

Muara Kaman Muara 
Bengkal 

3 Sumber Sari Sebulu Sebulu 

4 Manunggal 
Daya 

Sebulu Sebulu 
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5 Giri Agung Sebulu Sebulu 

6 Puan Cepak Muara Kaman Sebulu 

7 Sedulang Muara Kaman Sebulu 

8 Sabintulung Muara Kaman Sebulu 

9 Bunga Jadi Muara Kaman Sebulu 

10 Teratak Muara Kaman Sebulu 

11 Sidomukti Muara Kaman Sebulu 

12 Mekar Jaya Sebulu Sebulu 

Selain program CD/CSR yang dilaksanakan 
secara rutin oleh PT SRH, juga terdapat 

program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dan 
Sigahkar yang kegiatanya memberikan bantuan 
usaha kepada kelompok masyarakat Desa 

setempat dengan harapan dapak meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setempat sehingga 
perusahaan (PT SRH) memperoleh dampak 

positif dalam penanggulangan kebakaran 
lahan/hutan yang terjadi di sekitar areal kerja 
PT SRH. Program DMPA dan Sigahkar dilakukan 

oleh PT SRH kepada beberapa Desa sekitar 
areal kerja mulai tahun 2016, dengan rincian 
Desa sebagai berikut : 

N
o 

Nama 
Desa 

Kecamatan Distrik Thn 

Program DMPA 

1 Menamang 
Kanan 

Muara 
Kaman 

Santan 2016 

2 Menamang 
Kiri 

Muara 
Kaman 

Muara 
Bengkal 

2018 

3 Benua Baru Muara 
Bengkal 

Muara 
Bengkal 

2016 

4 Batu Balai Muara 
Bengkal 

Muara 
Bengkal 

2017 

5 Mekar Jaya Sebulu Sebulu 2017 

6 Sabintulung Muara 
Kaman 

Sebulu 2016 

7 Manunggal 
Daya 

Sebulu Sebulu 2018 

8 Beloro Sebulu Sebulu 2018 

9 Teratak Muara 
Kaman 

Sebulu 2018 

Program Sigahkar 

1 Puan Cepak Muara 
Kaman 

Sebulu 2017 

 

Dari data realisasi CD/CSR yang rutin 
dilaksanakan oleh PT SRH selama 5 tahun 

terakhir dan program DMPA serta Sigahkar 
(seperti diatas), maka diketahui bahwa jumlah 
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Desa yang menerima CSR atau bantuan 
DMPA/Sigahkar sejumlah 15 Desa sekitar areal 
kerja IUPHHK-HT PT SRH. Bila dibandingkan 

dengan jumlah Desa Binaan pada Laporan 
PMDH Semester I Tahun 2018 yaitu 22 Desa 
Binaan, maka dapat diketahui bahwa 
persetujuan dalam proses dan pelaksanaan 

CD/CSR dari sebagian para pihak (22 desa 
binaan) atau 68 % (15 : 22 X 100 %). 

Jumlah desa binaan yang berada di setiap 

Distrik yaitu 22 Desa, dengan rincian nama 
desa sabagai berikut : 

No Distrik 
Nama Desa 

Binaan 

Wilayah 
Kecamat

an 

A Muara 
Bengkal 

1. Menamang Kiri 

2. Batu Balai 

3. Benua Baru 

4. Muara Bengkal 
Ulu 

5. Muara Bengkal 
Ilir 

6. Muara Ngayau 

7. Muara Senambah 

8. Muara Melupan 

1 Kec. 
Muara 
Kaman 

 

2 s/d 8 
Kec. 
Muara 
Bengkal 

 

 

B Santan 1. Menamang 
Kanan 

Kec. 
Muara 
Kaman 

C Sebulu 1. Puan Cepak 

2. Sabintulung 

3. Sedulang 

4. Teratak 

5. Bunga Jadi 

6. Punca Jaya 

7. Sidomukti 

8. Cipari Makmur 

9. Mekar Jaya 

10. Sumber Sari 

11. Manunggal Daya 

12. Giri Agung 

13. Beloro 

1 s/d 8 
Kec. 
Muara 
Kaman 

 

9 s/d 12 
Kec. 
Sebulu 

 

Sumber : Laporan Semester I 2018 PMDH PT. SRH 

Kesimpulan Indikator 1.5.   13/18 = 72,22% (SEDANG) 
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B. KRITERIA PRODUKSI 

1. Indikator No. 2.1  : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari   

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1. 

Keberadaan Dokumen 
Rencana Jangka Pan-jang 

(management plan) yang telah 
Disetujui oleh Pejabat yang 
Berwenang  

 

D BAIK 

 

Selama jangka penilaian resertifikasi yaitu 5 
(lima) tahun terakhir, terdapat dokumen 
RKUPHHK-HTI yang dimiliki oleh PT Surya 

Hutani Jaya sebagai berikut : 

1. Revisi II RKUPHHK-HTI Hasil IHMB Periode 
2009-2018 telah mendapatkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.90/VI-

BUHT/2012 tanggal 21 Desember 2012. 

2. RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Dalam 
Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut an. PT 

Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan 
Timur,  telah mendapatkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : SK.553/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 12 Pebruari 
2018. 

Dokumen-dokumen ini ditemukan dalam kondisi 
lengkap dan baik (SK Pengesahan, Dokumen, 
Lembar Pengesahan dan Peta Kerja) 

Terdapat Kondisi penutupan lahan terakhir 
berdasarkan peta hasil penafsiran Citra Satelit 8 
OLI Band 654, Path/Row 116/60 liputan 

Tanggal 7 April 2018, Path/Row 117/60 liputan 
Tanggal 14 April 2018, skala 1 : 100.000 yang 
dibuat oleh PT. Tunas Inti Binangun (Hardjito, 
Direktur) dan disetujui oleh PT. Surya Hutani 

Jaya (Husin, Direktur Utama) tanggal 7 Juni 
2018. 

2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di 
Lapangan dengan Rencana 
Jangka Panjang  

 

D SEDANG 

 

Selama jangka penilaian resertifikasi yaitu 5 
(lima) tahun terakhir, terdapat imlementasi 

penataan areal kerja sebagai berikut : 

- Implementasi penataan areal kerja blok 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 telah sesuai 
dengan Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2012. 

- Implementasi penataan areal kerja blok 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2014 telah sesuai 
dengan Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2012. 

- Implementasi penataan areal kerja blok 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2015 telah sesuai 
dengan Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2012. 

- Implementasi penataan areal kerja blok 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 di tiga Distrik 
telah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI 

tahun 2012. 
- Implementasi penataan areal kerja blok 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 di tiga distrik 

sebagian sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HTI 
tahun 2012, dikarenakan masih mencakup 
tahun 2017 itu sendiri, dan 2016, 2015 yang 
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merupakan carry over untuk kegiatan 
penanaman dan pemanenan.  Secara luasan 
areal RKTUPHHK-HTI lebih kecil 

dibandingkan rencana dalam RKUPHHK-HTI.  
Khusus Distrik Santan masih mencakup 
tahun 2016 (alokasi 2017), dan 2015, 2014 
yang merupakan CO. 

- Implementasi penataan areal kerja blok 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 di tiga distrik 
sebagian sesuai dengan RKUPHHK-HTI 

Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan 
Tata Kelola Gambut tahun 2018, dikarenakan 
masih mencakup tahun 2018 itu sendiri, dan 

carry over untuk kegiatan penanaman dan 
pemanenan.  Secara luasan areal 
RKTUPHHK-HTI lebih kecil dibandingkan 

rencana dalam RKUPHHK-HTI.   

2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 
Petak / compartemen kerja 

CD BAIK 

 

 

Selama jangka penilaian resertifikasi yaitu 5 

(lima) tahun terakhir, terdapat kegiatan 
pemeliharaan batas blok dan petak / 
compartemen kerja sebagai berikut : 

- Tahun 2013 sebagian tanda batas petak 
yang telihat dengan jelas, terutama patok 
sudut petak tidak ditemukan pada tapaknya 

dan patok rubuh oleh aktivitas lain sehingga 
berpindah dari tapaknya. 

- Tahun 2014 ditemukan patok batas 

kompartemen yang terbuat dari kayu 
berukuran 5 cm x 5 cm, di cat putih dengan 
tulisan warna merah, namun masih 

ditemukan patok batas kompartemen dengan 
warna hitam (lama) yang belum dilakukan 
penggantian. 

- Tahun 2015  terdapat tanda batas blok dan 

petak kerja namun hanya sebagian (minimal 
50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan 
dan sebagian ditemukan tanda batas petak 

lama dan belum dilakukan penggantian. 
- Tahun 2016 terdapat tanda batas blok dan 

petak kerja namun hanya sebagian (minimal 

50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan 
dan Sebagian besar tanda patok hilang atau 
tidak ditemukan pada saat persiapan 

penanaman dan areal yang akan ditebang. 
- Tahun 2017 telah ada perubahan tanda 

batas blok dan petak dengan menggunakan 

plat seng (untuk blok) dan paralon (untuk 
petak), dan penggantian tanda batas baru 
dilakukan secara bertahap (baru sebagian).  

namun tanda batas di lapangan terlihat 
seluruhnya. 

- Implementasi 2018 seluruhnya telah 

terpasang dan dapat dilihat dengan jelas, 
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namun beberapa rusak dan hilang pada saat 
pengerjaan pemanenan dan landclearing, 
namun langsung dipasang patok pengganti 

setelah kegiatan penanaman. 
Seluruh tanda batas baik blok dan petak telah 
didata dan dimasukkan kedalam data based 
(GPS) untuk lokasi petak dan koordinatnya. 

Kesimpulan Indikator 2.1.   13/15 = 86,67% (BAIK) 

2. Indikator No. 2.2  : Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama 

dan Nir Kayu pada Setiap Tipe EkosistemKepastian Kawasan 

Pemegang IUPHHK-HT 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei 

potensi, ITSP, Risalah Hutan) 

 

D BAIK 

 

Selama jangka penilaian resertifikasi yaitu 5 

(lima) tahun terakhir, terdapat data potensi 

sebagai berikut : 

N
o. 

Tahun 
RKT 

Potensi Tegakan Per Distrik Rata-
rata Sebulu M.Bengkal Santan 

1. 2013 38,56 48,80 - 43,61 

2. 2014 58,78 77,97 39,95 49,51 

3. 2015 60,42 67,30 41,46 56,96 

4. 2016 56,30 53,01 49,70 52,96 

5. 2017 49,77 42,59 74,73 56,19 

6. 2018 70,28 85,53 57,70 71,49 

Data diatas merupakan hasil Inventarisasi 

Tegakan pada areal tanaman (pendugaan total 

potensi tegakan berdasarkan sampling 1%. 

Selain itu terdapat potensi tegakan tanaman 

berdasarkan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi 

Tanaman HTI (PHI), sebagai berikut : 

N
o. 

Tahun 
RKT 

Nilai Potensi Rata-rata (m3/ha)  PT 
SRH Sebulu M.Bengkal Santan 

1. 2012 39,19 56,21 - 44,53 

2. 2013 60,20 106,90 28,65 94,42 

3. 2014 27,29 69,42 32,62 43,87 

4. 2015 36,14 36,63 47,46 38,19 

5. 2016 39,50 41,49 25,40 36,10 

6. 2017 96,74 110,23 75,56 96,36 

Data diatas merupakan hasil Inventarisasi 

TSP/PHI Tahun Operasional Ukur 2017, 2016, 

2015, 2014, 2013 dan 2012. 

2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang 

CD BAIK 

 

Selama jangka penilaian resertifikasi yaitu 5 
(lima) tahun terakhir, terdapat data potensi 
sebagai berikut : 
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Riap Tegakan 

 

 N
o. 

Tahun 
RKT 

Nilai MAI Rata-rata Per Distrik PT 
SRH Sebulu M.Bengkal Santan 

1. 2012 7,51 13,54 - 9,40 

2. 2013 10,61 17,94 4,59 11,93 

3. 2014 4,22 10,40 5,17 6,71 

4. 2015 5,63 7,93 6,43 6,88 

5. 2016 7,63 8,34 2,99 6,54 

6. 2017 20,34 24,10 14,52 20,26 

Data diatas merupakan hasil Inventarisasi 
TSP/PHI Tahun Operasional Ukur 2017, 2016, 
2015, 2014, 2013 dan 2012. 

Selain Terdapat laporan hasil PSP mulai dari 
umur tanaman 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun dan dari 
pengukuran tersebut sudah dianalisa dan 

dihasilan nilai riap (MAI) per tahun tanam. 

Berdasarkan hasil Inventarisasi Tanaman HTI 
(PSP) Periode Ukur tahun 2017 didapatkan data 

MAI sebagai berikut : 

N
o 

Jenis Tanaman 
Nilai MAI Rata-rata Per Distrik PT 

SRH Sebulu M.Bengkal Santan 

1
. 

A. Crassicarpa 22,38 21,63 11,15 20,17 

2
. 

A. Mangium 21,04 12,76 - 13,72 

3
. 

E. Pellita 22,04 22,00 16,88 19,98 

Jumlah 22,04 21,13 16,76 19,78 

Terdapat laporan Pembuatan dan Pengukuran 

Petak Ukur Permanen Tahun 2013, 2014, 2015, 
dan 2016 dan sudah dilaporkan kepada Kepala 
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Cq. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Hutan di Bogor. 

2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self JTT Berbasis Data Potensi 

dan Kondisi Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

CD SEDANG 

 

 

Laporan Hasil Analisa pertumbuhan Tanaman 

Tahun Tanam 2014-2017 (Berdasarkan data 

PAT sampai dengan Pengukuran Bulan Mei 

2018 dan estimasi volume/ha umur 5 tahun 

Berdasarkan MAI Calculator), didapatkan data 

MAI sebagai berikut : 

Pada tahun tanam 2014 : 

- MAI dan MAI-ADT spesies Eucalytus pellita 

yang tertinggi dengan nilai MAI yaitu 32,4 

m3/ha/tahun dan MAI-ADT 7,9 ton/ha/tahun. 

- Prediksi MAI terendah terdapat pada spcies 

Acacia mangium dengan nilai MAI 28,4 

m3/ha/tahun dan MAI-ADT yaitu 5,3 

ton/ha/tahun 
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Pada tahun tanam 2014 : 

- MAI dan MAI-ADT spesies Eucalytus pellita 

yang tertinggi dengan nilai MAI yaitu 41,1 

m3/ha/tahun dan MAI-ADT 10,1 ton/ha/tahun. 

- Prediksi MAI terendah terdapat pada spcies 

Acacia mangium dengan nilai MAI 31,6 

m3/ha/tahun dan MAI-ADT yaitu 6,6 

ton/ha/tahun 

Berdasarkan Laporan data MAI dari masing-

masing tegakan tersebut tidak dilakukan 

perhitungan JTT selama 5 (lima) tahun terakhir 

RKTUPHHK-HTI.   

Perhitungan JTT dilakukan berdasarkan 

prediksi jangka benah yang telah 

diperhitungkan atau direncanakan oleh 

perusahaan dengan menggunakan nilai MAI 

yang berbeda dengan hasil analisis riap. 

Kesimpulan Indikator 2.2.   11/12 = 91,67% (BAIK) 

3. Indikator No. 2.3  : Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin 

Regenerasi Hutan  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 
Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

D BAIK 

 

Sampai dengan penilaian resertifikasi tidak 
terdapat revisi atau perbaikan dokumen SOP, 
sehingga posisi SOP terakhir adalah sebagai 

berikut : 

1. SOP Tata Batas Areal Kerja, nomor : 
SOP/SRH/PD-01 tanggal 12 Juni 2017 

(Rev 2) 

2. SOP Penyusunan Rencana 
Kompartemenisasi, nomor : SOP/SRH/PD-

07 tanggal 12 Juni 2017 (Rev 2) 

3. SOP Inventarisasi Hutan Tanaman Industri 
(Temporary Sample Plot), nomor : 

SOP/KHL/P-018 tanggal 9 Maret 2017 
(Rev 1) 

4. SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah 

Hutan, nomor : SOP/SRH/PD-018 tanggal 
12 Juni 2017 (Rev 2) 

5. SOP Perencanaan Pembukaan Wilayah 
Hutan, nomor : SOP/SRH/PD-010 tanggal 

12 Juni 2017 (Rev 2) 

6. SOP Produksi Bibit, nomor : SOP/SRH/ND-
01 tanggal 20 Mei 2016 (Rev 1) 

7. SOP Penyiapan Lahan (masuk dalam SOP 
Plantation), nomor : WI/SRH/SBL-006 
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tanggal 20 Mei 2016 

8. Plantation di Lahan Kering dan Basah 
Untuk Jenis Acacia sp dan Eucalyptus sp, 

nomor , nomor : SOP/SRH/SBL-001 
tanggal 20 Mei 2016 (Rev 1) 

9. SOP Pemeliharaan Tanaman, (masuk 
dalam SOP Plantation) 

10. Harvesting HTI Dry Land, nomor : 
SOP/SRH/SBL-005 tanggal 20 Mei 2016  
(Rev 1) 

11. SOP Pengamanan Areal Kerja HTI, nomor 
: SOP/SRH/SSD-28, tanggal 20 Mei 2016 
(Rev 1) 

2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 
Silvikultur  

D BAIK 

 

PAK : 

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 

tanda-tanda batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 
2017 di Distrik Sebulu, Santan dan Muara 
Bengkal berupa plang dengan bahan seng dan 

warna dasar cat putih tulisan hitam sementara 
di Disrik Santan tulisan merah (ukuran 60 x 90 
cm). Sementara untuk batas petak secara 

keseluruhan sama yaitu berupa patok dari 
paralon ukuran 3” denga tinggi 80 cm berwarna 
putih dengan tulisan berwarna merah, dipasang 

pada setiap sudut petak maupun antar petak. 

Risalah Hutan : 

Tersedia tally sheet dan rekapitulasi hasil 

pengukuran PSP dan TSP/PHI yang dilakukan 
oleh bagian PMD.  Berdasarkan observasi di 
lapangan ditemukan lokasi PHI umur 60 bulan 

di petak B200004D00 (koordinat N 00º27’31” 
dan E 116º50’53”) terdapat tanda berupa pita 
kuning dan lokasi PSP umur 36 bulan di petak  
A330075D00 (koordinat S 00º07’27” dan E 

116º59’39”), terdapat tanda-tanda berupa 
plang pengamatan PSP dan Pita kuning hasil 
pengukuran.  

Pembukaan Wilayah Hutan : 

Berdasarkan observasi lapangan tidak 
ditemukan kegiatan pembuatan jalan karena 

seluruh aksesibilitas jalan sudah ada, kegiatan 
lain adalah pemeliharaan jalan utama (poros 
Sebulu – Santan ; Sebulu Muara Bengkal) yang 

dikerjakan oleh Motor Grader,  Bomag dan 
Dump Truk.  

Pengadaan Bibit :  

Pada saat penilaian sertifikasi di lokasi Nursery 
Km 32 terdapat kegiatan peningkatan kualitas 
persemaian, yaitu seara bertahap akan disetting 

sesuai dengan pola mekanisasi, target yang 
diharapkan pada akhir tahun 2018 mampu 
menyediakan stok bibit siap tanam jenis 
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eucalyptus pellita sebanyak 30.000.000 batang 
per tahun atau setara 2.500.000 batang per 
bulan.  Terdapat terobosan baru yaitu 

menyiapkan bibit  lebih cepat (umur BST lebih 
pendek) dengan kualitas yang tetap. 

Penyiapan Lahan :  

Ditemukan hasil landclearing dari 0 potensi atau 

low potensi <40 m3/ha dan land clearing dari 
hasil tanaman (HOA). 

Land clearing yang berasal dari hutan tanaman 

dilakukan oleh bagian Harvesting, sementara 
untuk land clearing yang berasal dari 0 potensi 
dilakukan oleh bagian Plantation. 

Hasil observasi lapangan ditemukan land 
clearing dengan metode perumpukan di petak 
52 zone 28 (koordinat : 0º24’35” N 116º52’38” 

E). 

Penanaman :  

Hasil observasi di lapangan ditemukan kegiatan 

penanaman di petak 02D zone 29. (koordinat : 
0º21’45” N 116º55’06” E).   

Pemeliharaan tanaman :  

Hasil observasi lapangan, kegiatan 
pemeliharaan berupa pemupukan, pembersihan 
gulma. 

Pemanenan :   

Kegiatan pemanenan yang berjalan adalah 
penebangan, bunching,  penyaradan, pemuatan 
dan pengangkutan pada seluruh Distrik.  

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan 
kegiatan pemanenan di Distrik Sebulu pada 
petak 76D zone 29 (koordinat : 0º03’56” N 

117º06’32” E) berupa pemuatan kayu. 

Perlindungan dan Pengamanan Hutan :  

Kegiatan berupa patroli pengamanan dan 

kebakaran, serta memasang plang-plang 
himbauan maupun peringatan. 

2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 
Tegakan sebelum Masak 

Tebang 

D BAIK 

 

Berdasarkan rekapitulasi hasil inventarisasi TSP 
/ PHI periode tahun 2013 s/d tahun 2018 
terdapat potensi tegakan tanaman untuk tahun-

tahun tersebut dan didapatkan data potensi PHI 
(1 tahun sebelum penebangan) dan prediksi 
potensi saat penebangan sebagai berikut :   

No. 
Tahun 
RKT 

Sebulu Ma.Bengka 

PHI Prediksi PHI Prediksi 

1. 2012 39,19 48,99 56,21 70,26 

2. 2013 60,20 75,25 106,90 133,63 

3. 2014 27,29 34,11 69,42 86,76 

4. 2015 36,14 45,18 36,63 45,79 

5. 2016 39,50 49,38 41,49 51,86 
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6. 2017 96,74 120,93 110,23 137,79 

 

No. 
Tahun 
RKT 

Santan PT SRH 

PHI Prediksi PHI Prediksi 

1. 2012 - - 44,53 55,66 

2. 2013 28,65 35,81 94,42 118,03 

3. 2014 32,62 40,78 43,87 54,84 

4. 2015 47,46 59,33 38,19 44,74 

5. 2016 25,40 31,75 36,10 45,13 

6. 2017 75,56 94,45 96,36 120,45 

Potensi pada umur PHI rata-rata dari 3 distrik 

pada tahun terakhir sudah mencapai 96,36 
m3/ha dan diprediksikan pada saat ditebang 
menjadi 120,45 m3/ha. (>120 m3/ha) 

2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

CD SEDANG Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Analisa 
Pertumbuhan Tahun Tanam 2014 s/d 2017 

untuk jenis Eucalyptus pellita, Acacia mangium, 
dan Acacia Crassicarpa, didapatkan data rata-
rata stocking PSP Umur 12 bulan adalah 

sebagai berikut : 

- Tahun Tanam 2014  :  86,33% 
- Tahun Tanam 2015  :  85,10% 
- Tahun Tanam 2016  :  70,65% 

- Tahun Tanam 2017  :  74,85% 
    Rata-rata                :  79,23%  

Rata-rata dari 4 tahun tanam dan dari 3 Distrik 

adalah 79,23% hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat permudaan tanaman dalam jumlah 
yang masih mampu menjamin terjadinya 

kelestarian pemanenan (≥75-89% dari jumlah 
tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang 
digunakan). 

Kesimpulan Indikator 2.3.   20/21 = 95,24% (BAIK) 

4. Indikator No. 2.4 : Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 
Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan  

D BAIK 

 

Sampai dengan penilaian resertifikasi tidak 
terdapat revisi atau perbaikan atas SOP Reduce 
impact logging yang dimiliki PT Surya Hutani 

Jaya, masih menggunakan SOP nomor : 
SOP/SRH/OCD-003 tanggal 20 Mei 2016 (terbit 
2). 

Demikian pula dengan SOP Micro planning 
masih menggunakan SOP nomor : 
SOP/SRH/PD-22 tanggal 10 Maret 2017. 
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2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 
Lingkungan 

D BAIK 

 

 

Sampai dengan penilaian resertifikasi terdapat 
beberapa kegiatan yang bedasarkan ramah 
lingkungan, sebagai berikut : 

- Micro Planning sudah dilakukan oleh PT. 
Surya Hutani Jaya sebagai dasar acuan 
dimulai perencanaan pemanenan, 
pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan / 

pengawasan setelah kegiatan. 

- Penggunaan Steamer Media di persemaian, 
dimana berguna untuk menstrilkan media 

dari pathogen.  

- Survey Kesesuaian lahan dan kesuburan 
tanah dengan methode ground check. 

- Pembuatan lubang tanam dengan 
menggunakan spot cultivator. 

- Penggunaan Aqua Sorb untuk penanaman  

Berdasarkan pada pengecekan dokumen, 
terdapat upaya-upaya PT. Surya Hutani Jaya 
untuk secara terus menerus meningkatkan 

kualitas pekerjaannya melalui R & D, 
diantaranya terdapat : Laporan Realisasi 
Penelitian  (R&D) Tahun 2013 - 2016, Posisi 

Balancing In-Out Balancing Trichoderma sp 
Tahun 2015, 2016, dan 2017. 

2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 
Minimal 

CD BAIK 

 

Berdasarkan data Havex (2014 dan 2015) dan 
WLA (2016-2018)   didapatkan data skore dan 
RWA sebagai berikut : 

- Tahun 2014 (Juni-Agustus)    :   0,22 

- Tahun 2015 (Januari-Sept)    :  0,34 

- Tahun 2016 (Januari-Des  )   :  0,42 

- Tahun 2017 (Januari-Juli)      :  0,36   

- Tahun 2018 (Januari-April)    :  0,08  :   

Rata-rata dari seluruh distrik  :  0,28 m3/ha 

Berdasarkan nilai score didapatkan : 

- Tahun 2014 (Juni-Agustus)          :   0,89 

- Tahun 2015 (Januari-September)  :  0,89 

- Tahun 2016 (Januari-Desember)   :  0,94 

- Tahun 2017 (Januari-Juli)             :  0,97   

- Tahun 2018 (Januari-Mei)             :  0,98 

Rata-rata dari seluruh distrik         :  0,93  

Untuk mendapatkan nilai FE atau Faktor 
Eksploitasi adalah dengan menggunakan total 
score dari seluruh komponen penilaian, maka 

didapatkan score dari perhitungan limbah 
pemanfaatan adalah sebesar 0,93 (>0,7) atau 
nilai limbah minimal sebesar 0,28 m3/ha (<0,3 

m3/ha) 
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Kesimpulan Indikator 2.4.   15/15 = 100,00% (BAIK) 

5. Indikator No. 2.5  : Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / 

Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 
Kerja Jangka Pendek (RKT) 

yang Disusun Berdasarkan 
Rencana Kerja Jangka Panjang 
(RKU) dan Disahkan Sesuai 

Peraturan yang Berlaku (Dinas 
Prov, self approval)  

CD BAIK Selama penilaian resertifikasi didapatkan 
dokumen-dokumen RKTUPHHK-HTI sebagai 
berikut : 

1. RKUPHHK-HTI Tahun 2013 disahkan 
secara self approval 

2. Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2013 

disahkan secara self approval 
3. RKUPHHK-HTI Tahun 2014 disahkan 

secara self approval 

4. Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2014 
disahkan secara self approval 

5. RKUPHHK-HTI Tahun 2015 disahkan 

secara self approval 
6. Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2015 

disahkan secara self approval 

7. RKUPHHK-HTI Tahun 2016 disahkan 
secara self approval 

8. Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2016 
disahkan secara self approval 

9. Revisi II RKUPHHK-HTI Tahun 2016 
disahkan secara self approval 

10. RKUPHHK-HTI Tahun 2017 disahkan 

secara self approval 
11. Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2017 

disahkan secara self approval 

12. RKUPHHK-HTI Tahun 2018 disahkan 
secara self approval 

Seluruh dokumen dilengkapi SK Pengesahan, 

Lembar Pengesahan, dan Peta Kerja yang 
disahkan 

2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 
Rencana Jangka Pendek 

dengan Rencana Jangka 
Panjang 

D BAIK Berdasarkan selama jangka waktu penilaian 
resertifikasi bahwa peta Revisi II RKUPHHK-HTI 
didapatkan pembagian rencana tata ruang yang 

meliputi Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, 
Tanaman Unggulan dan Kawasan Lindung, 
serta pembagian rencana kerja meliputi rencana 

tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan areal 
kerja sebanyak 6 blok (jangka benah) dan 
2018. 

Berdasarkan observasi terhadap peta 
RKTUPHHK-HTI tahun 2013,  2014, 2015, 2016, 
2017, dan 2018 telah sesuai dengan yang 

direncanakan dalam Revisi II RKUPHHK-HTI, 
tahun 2012. 
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Ditemukan adanyak kemunduran pengejaan 
blok RJTUPHHK-HTI pada distrik Santan 
(mundur 1 tahun), dimana blok RKTUPHHK-HTI 

tahun 2014 mengerjakan alokasi 2013 dalam 
RKUPHHK-HTI . 

Berdasarkan observasi terhadap peta 
RKTUPHHK-HTI tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 dan 2018, pembagian blok dan petak 
tebangan telah dilakukan. Selain itu masih 
terdapat pembagian areal kerja seperti : 

Tanaman Pokok, Tanaman Kehidupan, dan 
Tanaman Unggulan serta Kawasan Lindung 
yang diuraikan menjadi beberapa alokasi seperti 

: areal Sempadan Sungai, Buffer Zone Batas 
Taman Nasional Kutai, Koridor Satwa, 
Kelerengan > 40%, KPPN, KPSL dan Mata Air 

Peta kerja telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang yang menggambarkan areal yang 
dapat ditebang beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung. 

2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 
Penandaan Batas Blok 
Tebangan / Dipanen / 

Dimanfaatkan / Ditanam / 
Dipelihara beserta Areal yang 
Ditetapkan sebagai Kawasan 

Lindung (untuk Konservasi/ 
buffer zone/ pelesta-rian 
plasma nutfah / religi /budaya / 

sarana prasarana dan Penelitian 
& Pengembangan) 

D BAIK Selama jangka waktu penilaian resertifikasi 

ditemukan implemntasi penandaan batas blok 
maupun petak kerja dan kawasan lindung 
sebagaimana tertuang pada verifier 2.1.3., 

dengan menggunakan pengambilan samplng 
koordinat dan terakhir dengan menggunakan 
pdf maps dapat dilihat kesesuaian lokasi-lokasi 

tersebut antara implementasi lapangan dengan 
peta kerjanya.   

Seluruh tanda batas blok maupun petak telah 

dimasukkan kedalam data based (sesuai 
dengan GPS), sehingga dapat  dengan mudah 
mencari lokasi-lokasi yang dimaksud. 

2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 
Panen dengan Dokumen 
Rencana Jangka Pendek  

D SEDANG 

 

Selama jangka waktu penilaian resertifikasi 
didapatkan volume produksi sebagai berikut : 

Tahun 
RKT 

Rencana Realisasi Persen 

Luas Volume Luas Volume Luas Vol. 

Ha m3 Ha m3 % % 

2013  17.575  1.051.166,00   10.582   812.284,00   60,21  77,27  

2014  22.768  1.379.128,00   8.737   564.066,00   38,37  40,90  

2015  25.785  1.465.035,72   11.079   571.993,15   42,97  39,04  

2016  24.467  1.500.012,72   11.176,27   584.797,11   45,68  38,99  

2017  21.395  1.232.429,53   4.225,92   218.425,38   19,75  17,72  

2018  25.158  1.798.594,18   3.257,50   239.523,99   12,95  13,32  

Jumlah 137.148  8.426.366,15   49.057,22  2.991.089,63   35,77  35,50  

Realisasi volume rata selama penilaian 
resertifikasi adalah secara luasan tercapai 
35,77% dan secara volume tercapai 35,50% 

(<70%) dari rencana tebangan dan lokasi 
panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta 
tidak melebihi luas yang direncanakan. 

Kesimpulan Indikator 2.5.   19 /21 = 90,48% (BAIK) 

 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 29 dari 67 
 

6. Indikator No. 2.6  : Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-

investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan 

Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan 

Kemampuan Sumber daya Manusia 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

CD BURUK 

 

Rekapitulasi analisa finansial keuangan PT 
Surya Hutani Jaya berdasarkan Laporan 
Keuangan yang telah diaudit (2013 s/d 2016) 

adalah sebagai berikut : 

N
o. 

Tahun 
Current 
Rasio 

Solvabilit
as 

Rentabilit
as 

Opini 
KAP 

1. 2013 91,21% 45,57% 1,89% Wajar 

2. 2014 96,56% 48,91% (0,70%) Wajar 

3. 2015 43,76% 50,39% (0,96%) Wajar 

4. 2016 40,99% 52,85% (2,78%) Wajar 

5. 2017*) 65,62% 53,55% (7,05%)  

*) Un-audited 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan : Nilai 
likuiditas < 100% (Buruk), nilai solvabilitas 
<100% (buruk), rentabilitas negatif (buruk), 

opini KAP menyajikan secara wajar dan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia (baik) 

2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 
Cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 
Pemanfaaran Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh 

akuntan publik) 

CD BAIK Realisasi alokasi dana biaya HTI selama jangka 

waktu penilaian resertifikasi, didapatkan data 
sebagai berikut : 

Dalam Rp.x1juta 

No Tahun 
Rencana 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 

Persen 

(%) 

1. 2013  167.400   148.491   88,70  

2. 2014  171.191   155.382   90,77  

3. 2015  172.839   154.879   89,61  

4. 2016  165.150   152.854   92,55  

5. 2017*)  205.624   196.598   95,61  

Jumlah  882.204   808.203   91,61  

*) Un-audited 

Rata-rata realisasi alokasi dana biaya HTI 
adalah sebesar 91,61%. 

2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 
Proporsional  

CD BURUK 

 

Realisasi alokasi dana yang proporsional selama 
jangka waktu penilaian resertifikasi, didapat 
nilai perbedaan sebagai berikut : 
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Dalam Rp.x1juta 

No
. 

Tahun 
Persen 

Tertinggi 

Persen 
Terendah 

Perbeda
an 

(%) 

1. 2013 120,80 31,12 89,68 

2. 2014 295,05 9,42 285,62 

3. 2015 123,07 59,90 64,17 

4. 2016 174,75 66,01 108,74 

5. 2017*) 135,03 39,47 95,56 

Berdasakarn data dalam tabel diatas, 
didapatkan kondisi setiap tahun terdapat 

perbedaan >50%. 

2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 
Lancar 

CD SEDANG 

 

Selama jangka waktu penilaian sertifikasi 

pemenuhan anggaran pembangunan HTI 
tercapai 91,61%, namun banyak kegiatan 
teknis yang belum dapat diselesaikan tepat 

waktu. 

2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 
(kembali) Ke Hutan 

D SEDANG 

 

Berdasarkan perpanjangan RKUPHHK-HTI yang 

terbaru (2018) didapatkan alokasi tata ruang 
untuk pengelolaan HTI sebagai berikut : 

1. Tanaman Pokok seluas   :   96.429 ha 

Terdiri dari : 

Murni                            :    71.534 ha 

Non efektif                    :   24.895 ha 

2. Tanaman Kehidupan seluas  :   28.557 ha 

Murni                            :     9.623 ha 

Non efektif                  :   24.895 ha 

3. Terdapat areal siap tanam :    81.157 ha 

Berdasarkan realisasi tanam s/d bulan Mei 2018 
sudah ditanami seluas  74,551 ha atau setara 

dengan 92%. 

2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 
Penanaman / Pembinaan Hutan 

CD BURUK 

 

Realisasi penanaman selama jangka waktu 

penilaian resertifikasi didapatkan data sebagai 
berikut : 

No Tahun 
Rencana 

(Ha) 

Realisasi 

(Ha) 

Persen 

(%) 

1. 2013  22.753   9.367,90   41,00  

2. 2014  25.770   9.071,60   26,00  

3. 2015  28.706   7.350,80  24,98 

4. 2016  29.159   8.572,80   29,40  

5. 2017  28.866  10.545,10   36,53  

6. 2018  31.041   4.835,10   15,58  

Jumlah  166.295  49.743,30   29,91  

Realisasi selama jangka penilaian resertifikasi 

adalah sebesar 29,91% (<50%) 

Kesimpulan Indikator 2.6.   12/21 = 57,14% (BURUK) 
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C. KRITERIA EKOLOGI 

1. Indikator No. 3.1  : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap 

Tipe Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

D BAIK 

 

- Luas areal kawasan lindung (KL) yang ada di 
areal PT. SRH telah dirinci dalam dokumen 
Revisi RKU (2012) yang telah disetujui oleh 

Menteri Kehutanan No. SK. 90/VI-BUHT/2012 
pada tanggal 21 Desember 2012.  

- Dengan telah terbitnya serangkaian 
peraturan tentang pengelolaan gambut pada 

tahun 2017, PT. SRH telah menyusun RKU 
baru tahun 2018 untuk periode 2017-2026 
yang telah mengalokasi areal ekosistem 

gambut sesuai dengan perturan yang 
berlaku, dan telah disetujui oleh Menteri 
Kehutanan No. SK.553/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 pada tanggal 12 
Februari 2018.  

- Guna operasional lapangan, terdapat SK 

Direktur PT SRH No. 009/SK-SRH/VI/2018 
tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SRH 
seluas 31.118 ha tanggal 29 Juni 2018 yang 

mengacu kepada SK persetujuan RKU baru 
tahun 2018 yang telah mengeluan areal 
dengan fungsi APL seluas 294 ha dari 

rencana pengelolaan KL PT. SRH 

3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 
(persentase yang telah 
ditandai, tanda batas dikenali) 

D SEDANG Prosentase realisasi penandaan batas areal KL 

yang telah dilaksanakan oeh PT. SRH adalah 
sepanjang 1.201,14 km (82,96%) dari total 
panjang batas KL sebesar 1.447,9 km. 

3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

D BAIK 

 

- Berdasarkan hasil penafsiran mosaic citra 
landsat 8 OLI band 654 path 116 row 60 

liputan tanggal 7 April 2018 dan path 117 
row 60 liputan tanggal 14 April 2018 Skala 
1:100.000, di areal kerja PT. SRH tidak 

terdapat areal yang mempunyai tutupan 
lahan berupa hutan primer (VF) maupun 
hutan sekunder (LOA). Hal ini berarti pula, 

bahwa seluruh areal KL yang ada di areal PT. 
SRH tidak ada yang memiliki tutupan lahan 
yang masih berhutan yakni tutupan lahan 

berupa VF dan LOA. 
- Dengan demikian, untuk menilai verifier 

3.1.3 ini, maka digunakan besaran-besaran 

dari rencana dan realisasi dari kegiatan 
penghutanan kembali areal kawasan lindung. 

- Pada tahun 2015, terdapat baru rencana 
pengajuan bibit pada bulan Agustus 2015, 

tetapi baru terealisasi pada tahun 2016 
- Pada tahun 2016, terdapat rencana 

rehabilitasi areal kawasan lindung seluas 49 
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ha, yang terbagi dalam 3 distrik, masing-
masing areal Koridor Satwa Menamang 
Kanan sempadan Sungai Nayan di Distrik 

Santan seluas 21.9 ha, sempadan Sungai 
Sedulang di Distrik Sebulu seluas 7,23 ha, 
dan Koridor Satwa Menamang Kiri di Distrik 
Ma. Bengkal seluas 20 ha. 

- Pada tahun 2017, terdapat realisasi 
peanaman rehabilitasi areal kawasan lindung 
sesuai dengan lokasi rencana rehabilitasi, 

dengan total luas 50 ha, terbagi dalam 3 
distrik, yakni Distrik Santan seluas 20 ha, 
Distrik Sebulu seluas 10 ha, dan Distrik Ma. 

Bengkal seluas 20 ha. 
- Dengan demikian, data rencana dan 

realisasi penanaman areal KL yang tersedia 

adalah data mulai dari tahun 2016 s/d tahun 
2017, dengan total luas areal rencana 
penanaman adalah 99 ha, dan luas areal 

realisasi penanaman sampai dengan juli 2018 
adalah seluas 99,7 ha (100%) 

 

3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

CD BAIK 

 

PT. Surya Hutani Jaya sudah berusaha 
melakukan sosialisasi akan keberadaan areal KL 

dalam wilayah kerjanya, meliputi sosialisasi 
terhadap masyarakat sekitar, karyawan, 
maupun kontraktor yang bekerjasama dengan 

PT. SRH. di ketiga distrik (Distrik Sebulu, 
Distrik, Santan, dan Distrik Ma. Bengkal), dan 
juga sosialisasi secara reguler kepada siswa-

siswi SD, SMP, MTS, dan SMK yang berada di 
sekitar PT. SRH dan TNK tentang satwa 
dilindungi dan kawasan lindung serta fungsinya 
yang ada di areal PT. SRH. 

3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 
lindung hasil tata ruang 
areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 
yang ada di dalam RKU 

D SEDANG - Terdapat laporan pengelolaan areal kawasan 

lindung terhadap sebagian areal kawasan 
lindung hasil tata ruang areal/Land 
scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU. 
- Laporan pengelolaan areal kawasan lindung 

yang telah tersedia meliputi pengelolaan 

kawasan lindung untuk areal sempadan 
sungai, koridor satwa/ DPSL, KPPN, BZ-TNK, 
dan daerah mata air. 

- Laporan pengelolaan KL yang belum 

tersedia adalah pengelolaan areal 
berlereng >40% dan areal ekosistem 
gambut belum. 

 
- Beberapa alasan telah dikemukakan oleh 

PT. SRH terkait kenapa hingga sampai saat 

ini PT. SRH belum melakukan kegiatan 
pengelolaan maupun kegiatan pemantauan 
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terhadap areal ekosistem gambut yang ada 
di wilayah kerjanya, yang intinya adalah 
bahwa selama Dokumen Rencana 

Pemulihan Ekosistem Gambut tersebut 
belum FINAL, maka PT. SRH belum bisa 
melakukan pengelolaan dan pemantauan di 
areal ekosistem gambut ini 

Kesimpulan Indikator 3.1.   23/27 = 85,19 (BAIK) 

2. Indikator No. 3.2  : Perlindungan dan pengamanan hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1 

Ketersediaan prosedur 
perlindungan yang sesuai 

dengan jenis-jenis gangguan 
yang ada 

D BAIK PT SRH telah menyusun prosedur pengelolaan 
dan mencakup seluruh jenis gangguan yang 
ada berupa  

- perlindungan hutan dari kebakaran,  
- proteksi terhadap hama dan penyakit 

tanaman, dan  

- prosedur pengamanan hutan dari 
perambahan dan penyerobotan lahan, baik 
berupa tindakan preemtif, preventif maupun 

represif. 

3.2.2 

Sarana prasarana 
perlindungan gangguan hutan 

D SEDANG - Sarana prasarana perlindungan hutan yang 

dimiliki oleh PT. SRH, khususnya sarana 
prasarana damkar belum sepenuhnya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

yakni Permen LHK No. P.32 tahun 2016 
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

- Masih terdapat kekurangan sarana yang 
juga cukup penting seperti jumlah 
perlengkapan personil damkar lebih sedikit 

dibanding jumlah personil RPK, seperti helm, 
wearpack, sarung tangan, sepatu safety, dll. 

3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

D BAIK - Terkait dengan pengamaman hutan secara 
keseluruhan di areal PT. SRH, terdapat dua 
kelompok tenaga pengamanan hutan dengan 

total personil sebanyak 161 orang, yakni  
a. tenaga pengamanan outsoursing yang 

menyediakan personil satpam/security 

berjumlah 68 orang, yang ditangani oleh 
PT. SOS berdasarkan surat perjanjian 
kerjasama No. 004/SP/SRH-SOS/LKT/III/ 

2016, dan berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2018 dan  

b. tenaga pengamanan internal dari bagian 

RPK (Regu Inti dan Regu Pendukung/ 
supporting tim) berjumlah 158 orang. 
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- Regu RPK Distrik Sebulu memiliki total 
jumlah personil RPK inti sebanyak 32 orang, 
dan Regu Pendukung (supporting tim) 

sebanyak 35 orang.  
a. Sebanyak 59 personil telah memiiki 

salah satu atau kedua jenis sertifikat 
pelatihan damkar yakni dari PHKL yang 

diselenggarakan oleh Dishut Provinsi 
Kaltim dan/atau Manggala Agni yang 
diselenggarakan oleh Kementerian LHK,  

b. sebanyak 5 (lima) personil yang belum 
memiliki sertifikat, tetapi telah 
mengikuti pelatihan internal fire fighter, 

dan  
c. sebanyak 2 (dua) personil yang sama 

sekali belum pernah mendapatkan 

pelatihan terkait damkar. 
- Regu RPK Distrik Muara Bengkal memiliki 

total jumlah personil RPK inti sebanyak 26 

orang, dan Regu Pendukung (supporting tim) 
sebanyak 20 orang.  
a. Sebanyak 38 personil telah memiiki 

salah satu atau kedua jenis sertifikat 
pelatihan damkar yakni dari PHKL yang 
diselenggarakan oleh Dishut Provinsi 
Kaltim dan/atau Manggala Agni yang 

diselenggarakan oleh Kementerian LHK,  
b. sebanyak 3 (tiga) personil yang belum 

memiliki sertifikat, tetapi telah 

mengikuti pelatihan internal fire fighter, 
dan  

c. sebanyak 1 (satu) personil yang sama 

sekali belum pernah mendapatkan 
pelatihan terkait damkar. 

- Regu RPK Distrik Santan memiliki total 

jumlah personil RPK inti sebanyak 35 orang, 
dan Regu Pendukung (supporting tim) 
sebanyak 10 orang.  

a. Sebanyak 39 personil telah memiiki 
salah satu atau kedua jenis sertifikat 
pelatihan damkar yakni dari PHKL yang 

diselenggarakan oleh Dishut Provinsi 
Kaltim dan/atau Manggala Agni yang 
diselenggarakan oleh Kementerian LHK,  

b. sebanyak 4 (empat) personil yang 

belum memiliki sertifikat, tetapi 
telah mengikuti pelatihan internal fire 
fighter, dan  

c. sebanyak 2 (dua) personil yang sama 
sekali belum pernah mendapatkan 
pelatihan terkait damkar. 

- PT. Surya Hutani Jaya juga sudah 
membentuk regu perbantuan/MPA 
dengan total personil sebanyak 43 orang 
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yang berasal dari desa-desa sekitar (Desa 
Muara Kaman 5 org, Desa Puan Cepak 3 org, 
Desa Sedulang 5 org, Desa Mekarjaya 5 org, 

Desa Menamang Kanan 6 org, Desa 
Menamang Kiri 5 org, Desa Teratak 5 org, 
Desa Benua Baru 5 org, dan Desa 
Sabintulung 4 org), dan telah mengikuti 

pelatihan MPA selama 2 hari pada tgl 26-27 
Februari 2016. 

- Lebih jauh, untuk mendukung program 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT. 
Surya Hutani Jaya membentuk program 
DMPA (Desa Makmur Peduli Api) yang 

intinya adalah upaya mengubah perilaku 
masyarakat dalam membuka lahan dengan 
cara membakar untuk menghindari cara-cara 

tersebut, yang diselaraskan dengan program 
bantuan dan sekaligus sosialisasi yang 
diselenggarakan oleh PT. Surya Hutani Jaya. 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ari 
Panggih Nugroho (CSR Staf Region 38), 
DMPA ini sudah terbentuk di 4 desa, 2 desa 

yang dibentuk tahun 2016 yakni desa 
Menamang Kanan dan desa Benua Baru, dan 
2 desa yang dibentuk tahun 2017 yakni desa 
Mekar Jaya dan desa Batu Balai, dan di 

tahun 2018 ini, 4 desa lagi sedang dalam 
proses pembentukan DMPA dan sudah 
sampai kepada tahap pembentukan 

kelompok dan FGD, yakni desa-desa 
Sabintulung, Bloro, Tratak, Menamang Kiri, 
dan Manunggal Daya. 

3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 
preventif/ represif) 

D BAIK PT. Surya Hutani Jaya telah mengimplementasi-
kan kegiatan perlindungan gangguan hutan 

melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ 
represif) dengan mempertimbangkan seluruh 
jenis  gangguan yang ada. Kegiatan-kegiatan 

yang telah dilaksanakan antara lain  

- telah menyediakan sistem perlindungan 
hutan berupa prosedur-prosedur terkait 

perlindungan hutan,  
- telah menyediakan sarana prasarana 

perlindungan hutan yang cukup,  

- telah menyediakan personil perlindungan 
hutan dengan jumlah personil yang cukup 
(satpam PH dan regu inti RPK, regu 

pendukung RPK, dan membentuk MPA 
dengan melibatkan masyarakat desa sekitar), 

- telah melakukan patroli darat secara 

rutin,  
- telah melakukan pemantauan FDR dan 

CH,  

- telah melakukan pemantauan hotspot dan 



 

FPHPL-18 Rev. L Tanggal 1 April 2017 

 
 
 

Halaman 36 dari 67 
 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

FDRS dan FROS secara online,  
- telah melaksanakan pembentukan dan 

pelatihan MPA dari unsur masyarakat sekitar 

HTI (Desa Muara Kaman, Desa Puan Cepak, 
Desa Sedulang, Desa Mekarjaya, Desa 
Menamang Kanan, Desa Menamang Kiri, 
Desa Teratak, Desa Benua Baru, Desa 

Sapindulung),  
- dalam rangka lebih mengintensifkan kegiatan 

pencegahan kebakaran hutan dan lahan, 

PT. SRH membentuk dan meluncurkan 
program SIGAHKAR (Aksi Pencegahan 
Kebakaran), yang sebagian anggotanya 

diambil dari anggota MPA yang ada di desa 
terkait. Saat ini, program SIGAHKAR sudah 
terbentuk di desa Puan Cepak,  

- dalam rangka mendukung program 
pencegahan kebakaran hutan dan lahan, PT. 
SRH membentuk program DMPA (Desa 

Makmur Peduli Api) yang intinya adalah 
upaya mengubah perilaku masyarakat dalam 
membuka lahan dengan cara membakar 

untuk menghindari cara-cara tersebut, yang 
diselaraskan dengan program bantuan dan 
sekaligus sosialisasi yang diselenggarakan 
oleh PT. SRH. Saat ini, program DMPA sudah 

terbentuk di 4 desa, 2 desa yang dibentuk 
tahun 2016 yakni desa Menamang Kanan 
dan desa Benua Baru, dan 2 desa yang 

dibentuk tahun 2017 yakni desa Mekar Jaya 
dan desa Batu Balai, dan di tahun 2018 ini, 4 
desa lagi sedang dalam proses pembentukan 

DMPA dan sudah sampai kepada tahap 
pembentukan kelompok dan FGD, yakni 
desa-desa Sabintulung, Bloro, Tratak, 

Menamang Kiri, dan Manunggal Daya dan  
- telah menyampaikan Laporan bulanan 

kejadian kebakaran hutan dan upaya 

pencegahan dan pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan ke instansi terkait 

Kesimpulan Indikator 3.2.   22/24 = 91,67% (BAIK) 

3. Indikator No. 3.3. : Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat 

Pemanfaatan Hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1 

Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan pemantauan 

D SEDANG 

 

- PT. SRH telah memiliki sejumlah prosedur 

pengelolaan dan pemantauan terhadap 
sebagian dampak terhadap tanah dan air 
akibat pemanfaatan hutan,  
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dampak terhadap tanah & air - terkait dengan telah terbitnya serangkaian 
peraturan tentang pengelolaan gambut pada 
tahun 2017, yang menyebabkan PT. SRH 

menyusun RKU baru tahun 2018 yang juga 
telah mencakup areal ekosistem gambut 
sesuai peraturan yang harus dikelola dan 
dipantau, maka prosedur atau SOP yang 

belum tersedia adalah SOP terkait 
pengelolaan dan pemantauan areal 
ekosistem gambut, sebagaimana amanat 

beberapa peraturan tentang ekosistem 
gambut, seperti  
a. Permen LHK No. 15 tahun 2017 tetag 

tatacara pengukuran muka air tanah di 
titik penaatan ekosistem gambut, dan  

b. Permen LHK No. 16 tahun 2017 tentang 

pedoman teknis pemulihan fungsi 
ekosistem gambut 

3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

D SEDANG 

 

PT. Surya Hutani Jaya telah memiliki sarana 
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air, walaupun terdapat sedikit 

kekurangan yakni pembuatan/perbaikan bak 
penampung/pengelolaan air buangan/limbah 
nursery di distrik Sebulu belum sepenuhnya 

selesai dilakukan 

3.3.3 

SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air 

D BAIK 

 

PT. SRH telah memiliki personil untuk kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan 
jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, yakni minimal 

sebanyak 8 (delapan) orang, dengan kartu 
Ganis PHPL  dari ke-8 orang tersebut semuanya 
masih berlaku 

3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air (teknis sipil dan 
vegetatif) 

D BAIK 

 

- PT. SRH telah memiliki dokumen rencana 
pengelolaan yakni RKL (1995), dan sudah 

diimplementasikan.  
- terkait dengan telah terbitnya serangkaian 

peraturan terkait pengelolaan gambut pada 

tahun 2017, maka PT. SRH telah menyusun 
RKU baru tahun 2018 dengan mengadopsi 
areal yang termasuk FLEG (fungsi lindung 

ekosistem gambut) dan FBEG (fungsi 
budidaya ekosistem gambut) yang telah 
ditetapkan oleh KemenLHK, tetapi sampai 

saat audit ini dilaksanakan, PT. SRH belum 
melakukan kegiatan pengelolaan terhadap 
areal ekosistem gambut yang ada di wilayah 

kerjanya. Beberapa alasan telah 
dikemukakan oleh PT. SRH, yang intinya 
adalah bahwa selama Dokumen Rencana 

Pemulihan Ekosistem Gambut tersebut 
belum FINAL, maka PT. SRH belum bisa 
melakukan pengelolaan dan pemantauan di 

areal ekosistem gambut ini 
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- Terkait dengan pengelolaan LB3, PT. SRH 
telah bekerja sama dengan perusahaan lain 
yang telah memiliki izin pengelolaan LB3, dan 

terakhir PT. SRH telah bekerjasama dengan 
PT. SBA (Sinar Bintang Albar) dengan Surat 
Perjanjian No.010/SP/SRH-SBA/LKT/IX/2017 
tanggal 23 Oktober 2017 dan sudah 

berakhir pada tanggal 23 April 2018 lalu, 
walaupun demikian, terdapat bukti proses 
perpanjangan (Addendum ke-1) terhadap 

surat perjanjian tersebut yang terlah 
ditandatangani oleh PT. SBA atas nama 
Supardji dan Kuasa Direktur PT. SRH atas 

nama Rudy Sasgo, tetapi masih dalam proses 
penandatangan oleh Direktur Utama PT. SRH 
atas nama Husin. 

3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air 

D BAIK - PT. SRH telah memiliki dokumen rencana 
pemantauan yakni RPL (1995), dan sudah 

diimplementasikan.  
- terkait dengan telah terbitnya serangkaian 

peraturan tentang pengelolaan gambut pada 

tahun 2017, maka  
a. PT. SRH telah menyusun RKU baru 

tahun 2018 dengan mengadopsi areal 

yang termasuk FLEG (fungsi lindung 
ekosistem gambut) dan FBEG (fungsi 
budidaya ekosistem gambut) yang telah 

ditetapkan oleh KemenLHK,  
b. sampai saat audit ini dilaksanakan, PT. 

SRH belum melakukan kegiatan 

pemantauan terhadap areal ekosistem 
gambut yang ada di wilayah kerjanya. 
Beberapa alasan telah dikemukakan 
yang intinya adalah bahwa selama 

Dokumen Rencana Pemulihan 
Ekosistem Gambut tersebut belum 
FINAL, maka PT. SRH belum bisa 

melakukan pengelolaan dan pemantauan 
di areal ekosistem gambut ini 

3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan 

air 

D SEDANG - Hasil uji lab air terhadap air sungai sejak 
tahun 2014 s/d tahun 2015 menunjukkan 

semua parameter masih berada dibawah 
ambang atau berada dalam selang baku 
mutu berdasarkan peraturan yang berlaku.  

- Berdasarkan Laporan pelaksanaan dan 

evaluasi pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan HP-HTI PT. SRH semester I dan 
II tahun 2016 dan Laporan monitoring dan 

evaluasi implementasi pengelolaan dan 
pemantauan kawasan HCV-HCS PT. SRH 
tahun 2016 diketahui bahwa terdapat 

perubahan kenaikan nilai-nilai parameter 
BOD dan COD dari semester I sampai 
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semester II tahun 2016 mengalami kenaikan, 
tetapi masih dibawah ambang baku mutu 
menurut PP No. 82 tahun 2001, sementara 

nilai DO juga cenderung meningkat tetapi 
masih belum memenuhi baku mutu air kelas 
II (mutu air kelas II yakni air yang 
peruntukannya dapat digunakan untuk 

prasarana/sarana rekreasi air, 
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, 
air untuk mengairi pertanaman, dan atau 

peruntukkan lain yang mempersyaratkan 
mutu air yang sama dengan kegunaan 
tersebut). 

- Hasil uji petik lapangan saat audit ini 
dilaksanakan, secara kasat mata terlihat 
bahwa kondisi air beberapa sungai yang 

dilewati dan diamati dalam areal PT. SRH 
seperti Sungai Sedulang, Sungao Mao, anak 
Sungai Santan, Sungai Menamang Kanan, 

bervariasi dari agak keruh sampai sangat 
keruh.  

- Hasil pemantauan sedimen pada beberapa 

sungai yang diamati yang dimuat dalam 
dokumen Evaluasi Kegiatan Environment 
Compliance periode Mei 2018, menunjukkan 
bahwa beberapa sungai yang diamati 

menunjukkan nilai sedimentasi yang 
sampai kedalam sungai tergolong 
cukup besar (sebagai contoh, sekitar 

10,54-20,36 ton/hari sedimen yang masuk 
kedalam Sungai Menamang Kiri selama 
periode Januari sampai Mei 2018) 

- Selain itu, air limbah persemaian yang 
berpotensi banyak mengandung pestisida (-
terindikasi dari semua parameter uji lab air 

limbah nursery hampir semuanya berada 
diatas baku mutu-), langsung dialirkan 
kedalam bak penampungan/ pengelolaan 

air buangan nursery tanpa adanya perlakuan, 
sementara kondisi perbaikan/ penyelesaiann 
bak penampung air limbah sendiri sampai 

saat ini belum ada kemajuan, sehingga 
dalam jangka panjang sangat berpotensi 
berdampak negatif terhadap tanah dan air. 

 

- Kesimpulan auditor, terdapat indikasi 
terjadinya dampak yang besar dan penting 
terhadap tanah dan air akibat kegiatan 

pengelolaan hutan yang dilakukan PT. Surya 
Hutani Jaya serta ada upaya pengelolaan 
dampak yang sudah dilakukan sesuai 

ketentuan. 

Kesimpulan Indikator 3.3.   30/36 = 83,33% (BAIK) 
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4. Indikator No. 3.4  : Identifikasi Species Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka 

(endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) dan 

Endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1 

Ketersediaan prosedur 
identifikasi flora dan fauna 

yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam 
punah dan endemik mengacu 
pada perundangan/ peraturan 

yang berlaku 

 

D BAIK PT SRH telah memiliki SOP terkait identifikasi 
flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik yang terdapat di 
areal kerjanya 

3.4.2 

Implementasi kegiatan 

identifikasi 

D BAIK Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi 
yang dilakukan oleh PT. SRH terekam dalam 

banyak dokumen yang secara keseluruhan 
telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal pemegang izin, 

dilakukan sejak studi AMDAL tahun 1995, 
sampai dengan saat ini. Hasil identifikasi flora 
dan fauna dilindungi telah dirinci statusnya 

berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No.7 
tahun 1999, IUCN redlist, maupun Appendix 
CITES) 

Kesimpulan Indikator 3.4.   12/12 = 100,00% (BAIK) 

5. Indikator No. 3.5 : Pengelolaan Flora untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelo-
laan flora yang dilindungi 

mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku 

 

D BAIK 

 

PT. SRH telah memiliki SOP terkait 
pengelolaan flora dilindungi yang mencakup 
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal kerjanya. 

3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 
dengan yang direncanakan 

D BAIK 

 

PT. SRH telah melakukan kegiatan pengelolaan 
flora sesuai dengan bentuk-bentuk pengelolaan 

flora yang ada di dalam SOP dan telah 
mengimplementasikan kegiatan pengelolaan 
flora untuk seluruh jenis yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal pemegang izin 
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3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 
dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

D SEDANG 

 

- Diidalam laporan Assessment Penilaian NKT 
PT. SRH tahun 2014, disebutkan bahwa 
didalam areal PT. SRH terdapat 2 (dua) 

spesies flora yang termasuk kedalam 
kategori spesies sangat terancam punah 
yakni Dipterocarpus tempehes Sloot dan 
Shorea balangeran yang perlu dikelola 

dengan melakukan penanaman dan 
pengayaan pada kawasan KPPN dan DPSL. 
Selain itu, juga ditemukan beberapa jenis 

yang tergolong genting/langka (EN – 
Endangered) dan rentan/rawan (VU -  
Vulnerable). 

- Berdasarkan rekaman audit tahun 2017 saat 
audit penilikan ke-4 yang dilakukan oleh 
auditor yang sama diketahui bahwa PT. SRH 

pada tahun 2016 telah menanam salah 
satu jenis spesies yang termasuk kedalam 
kategori spesies sangat terancam punah 

yakni Shorea balangeran di areal KL 
Koridor Menamang Kiri/DPSL di Distrik Muara 
Bengkal, berdasarkan dokumen BA 

rehabilitasi KL tanggal 28 November 2016. 
- Sampai saat ini, PT. SRH belum melakukan 

penanaman pohon jenis Dipterocarpus 
tempehes Sloot sebagai salah satu spesies 

flora yang termasuk kedalam kategori 
spesies sangat terancam punah sesuai 
dengan rekomendasi dokumen HCV tahun 

2014. 

Kesimpulan Indikator 3.5.   16/18 = 88,89% (BAIK) 

6. Indikator No. 3.6  : Pengelolaan Fauna untuk: 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan 

bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah dan endemik 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.6.1 

Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup 
kegiatan perencanaan, 
pelaksana, kegiatan, dan 

pemantauan) 

D BAIK 

 

PT. SRH telah memiliki SOP terkait 
pengelolaan fauna dilindungi yang mencakup 

seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal kerjanya 
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3.6.2 

Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang 
direncanakan 

D BAIK 

 

- PT. SRH telah melakukan kegiatan 
pengelolaan fauna sesuai dengan bentuk-
bentuk pengelolaan fauna yang ada di dalam 

SOP dan telah mengimplementasikan kegiatan 
pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di areal 

pemegang izin 

3.6.3 

Kondisi species fauna 
dilindungi dan/atau jarang, 

langka dan terancam punah 
dan endemik 

D SEDANG 

 

Terdapat gangguan terhadap kondisi fauna 
dilindungi seperti pelanduk, kijang, rusa, 
dan/atau orangutan, tetapi walaupun demikian, 

PT. SRH telah melakukan upaya-upaya yang 
lebih intensif dalam penanggulangan gangguan 
ini, khususnya terhadap konservasi dan 
pengelolaan terhadap Orangutan, sebagaiman 

telah dibahas dalam verifier 3.6.2. 

Kesimpulan Indikator 3.6.   16/18 = 88,89 (BAIK) 

D. KRITERIA SOSIAL 

1. Indikator No. 4.1  : Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin 

dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

setempat.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan mengenai 
pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat 

setempat, dan rencana 
pemanfaatan SDH oleh 
pemegang izin. 

    

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH diantaranya tertuang pada dokumen 
Final Integrated Sustainable Forets 
Management Plan (ISFMP) Tahun 2016, 

Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) yang digunakan Warga 
Masyarakat Tahun 2016 dan Tahun 2018, 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) PT Surya Hutani Jaya Tahun 2017, 

Rekapitulasi Konflik PT Surya Hutani Jaya 
Tahun 2013-2018 dan Peta Identifikasi Areal 
Bermasalah PT Surya Hutani Jaya Tahun 2017 

Skala 1 : 100.000. 

Berdasar dokumen tersebut pola penguasaan 
SDA/SDH yaitu dalam bentuk klaim lahan 
dimana pada tahun 2018 luas areal klaim 

mencapai 28.460,8 Ha (15,53%).  Sedangkan 
pemanfaatan HHBK yang dilakukan masyarakat 
pada tahun 2016-2017 meliputi ikan, madu, 

akar manon, akar pakis dan rumput pakan 
ternak.  Berdasarkan Peta HHBK teridentifikasi 
15 lokasi pencarian ikan oleh masyarakat yang 
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berada di Sungai/Anak Sungai di dalam areal 
konsesi.  Untuk rotan berada di 4 lokasi, akar 
pakis 2 lokasi, akar manon 2 lokasi. 

Identifikasi hak-hak dasar telah dituangkan 
dalam dokumen Laporan Studi Dampak Sosial 
PT Surya Hutani Jaya Kabupaten Kukar dan 
Kutim Tahun 2016 dan Laporan Survey Detil 

NKT 5 dan 6 di PT Surya Hutani Jaya Tahun 
2016.  Dimana telah telah teridentifikasi 
sumber-sumber penghidupan masyarakat (NKT-

5) dan kultural/budaya (NKT-6) yang berada di 
dalam areal konsesi PT Surya Hutani Jaya. 

Sedangkan rencana pemanfaatan SDH sudah 

dituangkan dalam dokumen lengkap yang 
meliputi dokumen RKU dan revisinya Periode 
Tahun 2009-2018, dokumen ISFMP PT Surya 

Hutani Jaya Tahun 2016, RKT Tahun 2013-2018 
dan Project Plan Community Development PT 
Surya Hutani Jaya Tahun 2013-2018. 

4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas / rekon-
struksi batas kawasan secara 
partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki mekanisme 
pembuatan batas kawasan secara partisipatif 

dan penyelesaian konflik batas kawasan yang 
dituangkan pada prosedur-prosedur yang dibuat 
pada tahun 2012 dan telah mengalami 

perubahan/revisi serta penarikan prosedur 
disesuaikan dengan adanya perubahan struktur 
organisasi perusahaan.  Prosedur yang berlaku 

saat ini adalah prosedur yang terbit pada tahun 
2016 dan sebagian direvisi pada tahun 2017, 
diantaranya dalam  Revisi ke-1 SOP Pemetaan 

Partisipatif dengan nomor dokumen 
SOP/SRH/SSD-09 tanggal revisi 10 Maret 2017, 
Revisi ke-1 SOP Penyelesaian Konflik Lahan 
dengan nomor dokumen  SOP/SRH/SSD -07 

tanggal revisi 10 Maret 2017,  SOP FPIC 
(Padiatapa) dengan nomor dokumen 
SOP/SRH/SSD/-010 tanggal terbit 20 Mei 2016 

dan Revisi ke-1 SOP Penyelesaian Tumpang 
Tindih dengan nomor dokumen  SOP/SRH/SSD-
08 tanggal revisi 10 Maret 2017. 

Dokumen tersebut telah disepakati masyarakat 
yang dibuktikan dengan dengan adanya proses 
pembuatan tata batas partisipatif antara Desa 

Menamang Kiri dan Desa Menamang Kanan 
serta proses penyelesaian konflik dengan 
masyarakat. 

4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan 

D BAIK 

 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki mekanisme 
pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfaatan SDH yang 
dituangkan diantaranya dalam Revisi ke-1 SOP 

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 
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SDH dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD-02 
tanggal revisi 10 Maret 2017, Revisi ke-1 SOP 
Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan 

nomor dokumen SOP/SRH/SSD-03 tanggal 
revisi 10 Maret 2017,  SOP Identifikasi Hak-Hak 
Adat dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD/-
012 tanggal terbit 20 Mei 2016 dan Revisi ke-1 

SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dengan nomor 
dokumen SOP/SRH/SSD-06 tanggal revisi 10 
Maret 2017. 

4.1.4. 

Terdapat batas yang 
memisahkan secara tegas 
antara kawasan/areal kerja 
unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 
masyarakat. 

D SEDANG 

 

Areal konsesi PT Surya Hutani Jaya secara 

administratif berada di Kabupaten Kutai 
Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur, 
dimana berada di 3 kecamatan yaitu Kecamatan 
Muara Kaman, Sebulu dan Muara Bengkal. 

Batas dan luas areal konsesi yang berbatasan 
dengan kawasan kehidupan masyarakat 
sebagian telah diidentifikasi yang tertuang pada 

dokumen : 
 
1. Peta Wilayah Administrasi Desa dalam Batas 

Konsesi yang berada di Kabupaten Kutai 
Kartanegara, dimana diketahui bahwa luas 
desa yaitu Desa Sabintulung 18.387,9 Ha, 

Desa Puan Cepak 16.345,2 Ha, Desa 
Sedulang 15.152,4 Ha, Desa Menamang 
Kanan 39.040,4 Ha dan Desa Menamang Kiri 

19.057,1 Ha.  
2. Berita Acara Hasil Pemetaan Partisipatif Desa 

Menamang Kiri dan Areal Klaim Masyarakat 

Desa Menamang Kiri yang Tumpang Tindih 
dengan PT Surya Hutani Jaya tanggal 26 
Januari 2015. 

3. Antara Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 

dan Kabupaten Kutai Timur, dimana batas 
wilayah Kabupaten Kukar yaitu Desa 
Menamang Kiri pada tanggal 8 Juli 2014.  

4. Berita Acara Hasil Pemetaan Partisipatif Tata 
Batas Partisipatif Desa Benua Baru dan Areal 
Klaim Masyarakat Desa Benua Baru yang 

Tumpang Tindih dengan PT Surya Hutani 
Jaya tanggal 27 November 2017 

5. Berita Acara penandaan batas lokasi NKT 5 

diantaranya makam keramat dan tempat 
mencari HHBK masyarakat. 

Berdasarkan observasi lapangan ke areal Distrik 

Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara 
Bengkal, belum seluruhnya informasi batas 
areal antar desa di dalam areal terdapat 

penandaan/plang batas.  Demikian pula yang 
terkait dengan alokasi tanaman kehidupan, 
batas konsesi yang berbatasan dengan lahan 

masyarakat dan areal kawasan lindung yang 
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berbatasan dengan Desa Menamang Kanan 
(sesuai rekomendasi Laporan Penilaian Nilai 
Konservasi Tinggi), sehingga sebagian besar 

responden menyatakan belum jelasnya batas 
areal konsesi PT Surya Hutani Jaya. 

Berdasarkan uraian diatas PT SRH telah 
memiliki sebagian bukti tentang luas wilayah 

desa yang dituangkan dalam peta administratif 
di dalam areal namun batas-batas di lapangan 
belum seluruhnya jelas.  Selain itu areal konsesi 

yang berbatasan dengan kawasan kehidupan 
masyarakat belum seluruhnya di tata batas. 

4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 
pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

 

D BAIK 

 

 

Dalam kegiatan operasionalnya PT Surya Hutani 
Jaya telah mendapat dukungan dari pemerintah 
pusat, pemerintah daerah dan masyarakat 

sekitar areal.  Dukungan masyarakat dibuktikan 
dengan adanya keterlibatan dalam kegiatan 
program CSR, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan 

Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang 
telah dilakukan. 

Jumlah desa binaan pada periode tahun 2013-

2017 yang berada di sekitar PT SRH yaitu 21 
desa yang terdapat di 3 kecamatan.  
Berdasarkan hasil konsultasi publik yang 

dihadiri 11 desa, seluruhnya mendukung 
keberlangsungan kegiatan operasional PT Surya 
Hutani Jaya, demikian pula berdasar hasil 

kunjungan ke 7 desa sampel. 

Secara tertulis pernyataan dukungan dan 
persetujuan terhadap rencana pembangunan 

dan operasional IUPHHK-HTI PT Surya Hutani 
Jaya, diantaranya tertuang pada dokumen 
Catatan Pertemuan dalam rangka 
FPIC/Padiatapa di RT 09 Desa Sabintulung 

Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar 
tanggal 27 Mei 2016, Kesepakatan Bersama 
Pelaksanaan FPIC dengan Desa Batu Balai 

tanggal 16 Maret 2017 dan Catatan Pertemuan 
dalam rangka FPIC/Padiatapa di Desa Teratak 
Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar 

tanggal 7 Maret 2018. 

Terdapat konflik terkait klaim lahan dan telah 
terdapat upaya dalam penyelesainnya. 

Kesimpulan Indikator 4.1.   28/30 = 93,33% (BAIK) 
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4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 
menyangkut tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai  
dengan peraturan perun-
dangan yang relevan/berlaku. 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 
tanggung jawab sosial kepada masyarakat 
dengan lengkap, diantaranya dokumen RKU dan 

Revisinya, dokumen Integrated Sustainable 
Forets Management Plan (ISFMP) PT Surya 
Hutani Jaya Tahun 2016, RKT PT Surya Hutani 
Jaya Tahun 2013-2018, Project Plan Comdev PT 

Surya Hutani Jaya Tahun 2013-2018, Laporan 
PMDH dan Berita Acara Serah Terima Bantuan 
serta Kesepakatan dengan Masyarakat. 

4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 
pemenuhan kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap 
masyarakat 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki mekanisme 

yang lengkap dan legal dalam pemenuhan 
tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang 
dituangkan dalam prosedur dan kesepakatan 
dengan masyarakat. 

Prosedur tersebut diantaranya Revisi ke-1 SOP 
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 
dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD-02 

tanggal revisi 10 Maret 2017,  Revisi ke-1 SOP 
Tanaman Kehidupan dan Kemitraan (TK)  
nomor dokumen SOP/SRH/SSD-18 tanggal 

revisi 10 Maret 2017 dan Revisi ke-1 SOP Hutan 
Tanaman Rakyat Pola Kemitraan nomor 
dokumen SOP/SRH/SSD-04 tanggal revisi 10 

Maret 2017. 

Kesepakatan dengan masyarakat diantaranya 
dengan Kelompok Tani Harapan Bersama desa 

Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kukar 
tanggal 15 Juni 2015 (tentang pencetakan 
sawah sebagai alokasi tanaman kehidupan), 

kesepakatan tentang Kemitraan dan Tanaman 
Kehidupan dengan masyarakat Desa Menamang 
Kanan Kabupaten Kukar tanggal 23 Maret 2016, 
kesepakatan Kemitraan dan Tanaman 

Kehidupan dengan Desa Menamang Kiri 
Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kukar 
tanggal 23 Maret 2018 serta Nota 

Kesepahaman tentang Program DMPA dengan 
Desa Benua Baru, Desa Menamang Kanan, 
Desa Mekar Jaya dan Desa Batu Balai. 

 

4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai hak dan 
kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 
mengelola SDH. 

D SEDANG PT Surya Hutani Jaya memiliki wilayah binaan 
yang berada di Kecamatan Sebulu, Muara 
Kaman dan Muara Bengkal.  Pada Periode tahun 
2013-2017 memiliki 21 desa binaan dan pada 

tahun 2018 bertambah menjadi 22 desa binaan 
di sekitar areal PT Surya Hutani Jaya.  Pada 
Periode tahun 2013-2017 kegiatan sosialisasi 

pernah dilaksanakan di 16 desa (76,19%) 
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dengan rata-rata pelaksanaan 5,4 desa/tahun 
(25,71%). 

Bukti kegiatan sosialisasi dituangkan dalam 

Laporan/Berita Acara diantaranya Berita Acara 
Pertemuan  Penggalian Program CD- CSR di 
desa Manunggal Daya tanggal 26 Februari 
2013, Berita Acara Pertemuan  Penggalian 

Program CD-CSR di Desa Menamang Kiri 
tanggal 1 Desember 2014, Berita Acara 
Pertemuan  Penggalian Program CD- CSR di 

desa Menamang Kanan tanggal 30 November 
2015, Laporan Kegiatan FPIC (Padiatapa) Desa 
Benua Baru pada tanggal 13 Juli 2016,  Laporan 

Pelaksanaan FPIC (Padiatapa) pada Areal RKT 
Tebang dan RKT Tanam (Blok Sekitar Beliwit) di 
Desa Batu Balai tanggal 16 Maret 2017 dan 

Laporan Kegiatan FPIC (Padiatapa) di Desa 
Menamang Kanan  Kecamatan Muara Kaman 
tanggal 23 Maret 2018. 

Materi kegiatan sosialisasi diantaranya meliputi 
kegiatan NKT, Konservasi Satwa, Pencegahan 
kebakaran lahan dan FPIC serta kegiatan CD 

CSR. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
responden, kegiatan sosialisasi pada periode 
2013-2018 di 7 desa sampel belum rutin 

dilakukan. 

4.2.4. 

Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat 
/implementasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

D SEDANG PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 
masyarakat meliputi pembayaran sharing 

manfaat, realisasi kegiatan CSR dan Program 
DMPA.   

Sharing manfaat telah dilakukan di Desa 
Menamang Kiri dan Desa Menamang Kanan 

berupa pembayaran sesuai kesepakatan, pada 
periode tahun 2009 -2016 sebesar Rp 
850.459.140,-.  Kegiatan PMDH/CSR meliputi 

aspek pendidikan, kesehatan, sosial budaya, 
ekonomi dan infrastruktur yang telah 
dilaksanakan di sebagian desa binaan dimana 

pada periode tahun 2013-2017 rata-rata 
realisasi mencapai Rp 4.752.004.571,- dari Rp 
7.505.618.750,- yang direncanakan (63,31%).  

Terdapat Program Desa Makmur Peduli Api 
(DMPA) yang telah dilaksanakan sejak tahun 
2016 yang diprioritaskan di desa-desa yang 

memiliki potensi kebakaran relatif tinggi.  Jenis 
kegiatan yaitu program ekonomi produktif yang 
meliputi bidang pertanian, peternakan, 

perikanan dan jenis usaha lainnya disesuaikan 
dengan potensi wilayah desa berdasar proses 
FGD yang dilakukan.  Pada tahun 2016-2017 
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telah direncanakan sebesar Rp 387.070.000,- 
namun baru terealisasi sebesar Rp 
140.022.000,- (36,17%). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
dengan masyarakat, telah terdapat bukti 
pelaksanaan di lapangan namun  belum 
seluruhnya proposal yang diajukan/rencana 

kegiatan direalisasikan. 

4.2.5. 

Ketersediaan 
laporan/dokumen terkait 

pelaksanaan tanggung jawab 
sosial pemegang izin termasuk 
ganti rugi. 

D BAIK PT Surya Hutani Jaya telah memiliki 
laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung 
jawab sosial terhadap masyarakat dengan 

lengkap yang tertuang diantaranya pada 
dokumen Laporan Kegiatan PMDH, Kesepakatan 
Bersama tentang Kemitraan dan Tanaman 
Kehidupan antara PT Surya Hutani Jaya dengan 

Masyarakat Desa Menamang Kiri dan Desa 
Menamang Kanan, Berita Acara Serah Terima 
Bantuan/Kegiatan CSR dan Berita Acara 

Pembayaran Ganti Rugi Lahan. 

Kesimpulan Indikator 4.2.   26/30 = 86,67% (BAIK) 

3. Indikator No. 4.3  : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang 

adil antar para pihak.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.3.1. 

Ketersediaan data dan 
informasi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH 

 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki data dan 
informasi yang lengkap terkait masyarakat yang 
terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh 

aktifitas pengelolaan sumberdaya hutan. 

Data masyarakat yang terlibat meliputi data 
tenaga kerja, data kontraktor, data masyarakat 
yang melakukan kesepatan kerjasama dan data 

penerima ganti rugi tanam tumbuh. Data 
masyarakat yang tergantung meliputi data 
masyarakat pemanfaat hasil hutan bukan kayu 

dan penggunaan lahan non produktif/klaim 
lahan.  Sedangkan data masyarakat yang 
terpengaruh yaitu data pemanfaat bantuan 

CSR/kondisi masyarakat yang berada di sekitar 
areal konsesi PT Surya Hutani Jaya. 

Data dan informasi tersebut telah tertuang 

dalam dokumen legal PT Surya Hutani Jaya 
diantaranya pada dokumen RKU, RKT, Project 
Plan Comdev, Laporan Studi Dampak Sosial, 

Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, 
Review Studi Diagnostik, dokumen kesepakatan 
dan dokumen ketenagakerjaan PT Surya Hutani 

Jaya. 
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4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya  telah memiliki 
mekanisme yang lengkap dan legal dalam 
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat/setempat yang 
dituangkan diantaranya dalam prosedur Revisi 
ke-1 SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 
(PMDH) nomor dokumen SOP/SRH/SSD-02 

tanggal revisi  tanggal 10 Maret 2017, Revisi 
ke-1 SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola 
Kemitraan, nomor dokumen    SOP/SRH/SSD-04 

tanggal revisi 10 Maret 2017, Revisi ke-1 SOP 
Hasil Hutan Bukan Kayu nomor dokumen 
SOP/SRH/SSD-05 tanggal revisi 10 Maret 2017 

dan Revisi ke-1 SOP Kelola Sosial (CSR) nomor 
dokumen SOP/SRH/SSD-14 tanggal revisi 10 
Maret 2017. 

 

4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 
pemegang izin mengenai 
kegiatan peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat 

 

D BAIK PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 

rencana peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat dengan lengkap yang 
tertuang dalam dokumen RKU, RKT, Project 

Plan Community Development, Program DMPA 
dan Kesepakatan tentang kemitraan dengan 
masyarakat. 

Rencana peningkatan peran serta dan aktifitas 
ekonomi masyarakat tercermin dari semua 
dokumen, dimana program CSR mencakup 

aspek pendidikan, kesehatan, sosial budaya, 
ekonomi dan infrastruktur.  Aktifitas ekonomi 
direncanakan pada perbaikan infrastruktur jalan 

yang terkait langsung dengan usaha tani 
maupun jalan poros yang digunakan 
masyarakat dalam melakukan kegiatan 
usahanya.  Program yang terkait langsung 

dengan kegiatan ekonomi masyarakat 
mencakup Program CSR pada aspek ekonomi 
dan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) 

serta Kemitraan yang dituangkan dalam 
Kesepakatan Sharing Manfaat dengan 
masyarakat terkait alokasi tanaman kehidupan.  

Dimana dalam dokumen Project Plan 
Community Development telah direncanakan 
secara bertahap jenis dan lokasi kegiatan di 

wilayah desa binaan sesuai dengan potensi dan 
kebutuhan masyarakat.  

4.3.4. 

Implementasi kegiatan 
peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan atau 

D SEDANG PT Surya Hutani Jaya telah melakukan kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat  sebesar 47,74% yang meliputi 

penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan 
kontraktor lokal, realisasi tanaman kehidupan, 
realisasi CSR pada aspek ekonomi, realisasi 
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masyarakat setempat oleh 
pemegang izin yang tepat 
sasaran 

Program DMPA  dan akses jalan poros yang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 
distribusi manfaat kepada 
para pihak 

 

D BAIK PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 
lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat 

kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan 
negara)  yang dituangkan dalam dokumen 
Laporan Kegiatan PMDH, Berita Acara Sharing 

Manfaat kepada masyarakat, Laporan 
Pembayaran gaji karyawan dan pembayaran 
kewajiban kepada negara. 

Kesimpulan Indikator 4.3.   28/30= 93,33% (BAIK) 

4. Indikator No. 4.4  : Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 
resolusi konflik 

 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki mekanisme 

resolusi konflik dengan lengkap yang tertuang 
diantaranya dalam Revisi ke-1 SOP FPIC 
(Padiatapa) nomor dokumen SOP/SRH/SSD-10 

tanggal revisi 10 Maret 2017, Revisi ke-1 SOP 
Penyelesaian Konflik Lahan dengan nomor 
dokumen SOP/SRH/SSD- 07 tanggal revisi 10 
Maret 2017, Revisi ke-1 SOP Penyelesaian 

Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI 
dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD- 08 
tanggal revisi 10 Maret 2017 dan Revisi ke-1 

SOP Penanganan Keluhan/Grievance no 
dokumen SOP/SRH/SSD-11 tanggal 10 Maret 
2017. 

4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

 

D SEDANG 

 

Konflik yang dominan di areal PT Surya Hutani 

Jaya yaitu terkait dengan konflik lahan dengan 
masyarakat/pihak lain.  PT Surya Hutani Jaya 
telah melakukan identifikasi terhadap areal 
yang bermasalah yang dituangkan dalam 

dokumen dan peta terkait konflik lahan dengan 
lengkap. 

Pemetaan konflik telah dilakukan sesuai kasus 

dimana berdasar data monitoring status konflik 
region Kaltim Partner Tahun 2018 diketahui 
terdapat 34 kasus konflik dengan luas mencapai 

28.460,8 Ha atau sebesar 15,53% dari luas 
areal konsesi 183.300 Ha. 

Setiap kasus konflik lahan telah dibuat Laporan 

Akhir Pemetaan Konflik Areal pada tahun 2016 
sesuai dengan prosedur penyelesaian konflik 
lahan, namun berdasarkan kajian terhadap 

beberapa sampel pemetaan konflik, hasil 
pemetaan konflik belum diupdate/disesuaikan 
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dengan dinamika yang terjadi hingga tahun 
2018. 

Secara keseluruhan pemetaan konflik sudah 

dapat menyajikan gambaran/kondisi konflik 
terkait isu dominan dan para pihak yang 
terlibat, namun belum disusun/disesuaikan 
dengan ketentuan yang terdapat pada Perdirjen 

PHPL  No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 
tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik 
pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu dalam Hutan Produksi.  Selain itu 
bukti pelaporan terkait pemetaan konflik pada 
Dinas terkait belum dapat ditunjukkan. 

4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh 
para pihak. 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Struktur 
Organisasi Perusahaan, dimana penanganan 

konflik telah menjadi tugas dan tanggung jawab 
masing-masing personal sesuai dengan job 
deskripsi yang tertuang pada SOP terkait 

Penyelesaian Konflik Lahan. 

SDM penanganan konflik tersedia di tiap Distrik 
yaitu pada jabatan Forest Protection Head yang 

membawahi CR Officer dan CSR Officer dengan 
jumlah 8 orang.  Selain itu terdapat 7 personal 
dari Region untuk mensupport apabila eskalasi 

konflik meluas/status konflik berat. Berdasarkan 
pernyataan manajemen sejauh ini SDM dan 
pendanaan dalam penanganan konflik sudah 

memadai. 

4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 
penyelesaian konflik yang 
pernah terjadi 

D BAIK PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 

lengkap terkait penanganan konflik yang 
tertuang pada dokumen : 

1. Kronologis Penyelesaian Konflik dengan Desa 

Menamang Kanan dan Desa Menamang Kiri 

2. Berita Acara Penyelesaian Konflik an. Arman 
Desa Bunga Jadi (penyelesaian lahan yang 

terkena jalan produksi) Tahun 2015 

3. Laporan Penyelesaian Klaim Lahan Kasus 
Perkebunan Remaja Kelompok Siti Mujalifah 

Sepan Palong Desa Sedulang Kec. Muara 
Kaman Tahun 2013 

4. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Areal 

Tanaman Kehidupan antara PT Hamparan 
Sentosa dengan Desa Menamang Kiri pada 
tanggal 7 Juni 2017 

5. Berita Acara Kesepakatan antara PT Surya 

Hutani Jaya dengan Kelompok Tani Beliwit 
Rakat Benua tanggal 18 Juni 2018 

6. Rekapitulasi Monitoring dan Evaluasi Konflik 

Lahan PT Surya Hutani Jaya Tahun 2013-
2018, yang berisi progres kemajuan 
penyelesaian konflik setiap tahun. 
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Kesimpulan Indikator 4.4.   22/24 = 91,67% (BAIK) 

5. Indikator No. 4.5  : Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga 

kerja.  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
BOBOT NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.5.1. 

Adanya hubungan industrial. 

D BAIK PT Surya Hutani Jaya telah memiliki hubungan 
industrial dengan karyawan yang tertuang pada 
Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Periode Tahun 2016-2018 yang telah disahkan 
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kaltim No. 

KEP.560/2928/B.PHI & Jamsostek/2016 tentang 
Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) antara PT Surya Hutani Jaya 

dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja 
Kahutindo PT Surya Hutani Jaya tanggal 16 
Oktober 2016 berlaku dari tanggal 17 Oktober 

2016 sampai dengan 16 Oktober 2018. 

Keberadaan pengurus Serikat Pekerja telah 
dilaporkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 
Bukti Pencatatan Tetap Nomor : 
567/295/1.5.3/12/2015 tanggal 16 Desember 

2015. 

Realisasi hubungan industrial diantaranya 
terkait dengan pelaksanaan butir-butir PKB 
yang telah diimplementasikan kepada seluruh 

karyawan, diantaranya pembayaran gaji yang 
lancar, pemenuhan mess karyawan dan 
penunjangnya serta fasilitas kesehatan bagi 

karyawan. 

4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 
pengembangan kompetensi 
tenaga kerja. 

 

D SEDANG 

 

PT Surya Hutani Jaya telah merencanakan 
kegiatan pelatihan bagi karyawan secara in 
house training dan ex house training yang 
meliputi semua aspek kegiatan.  Pada periode 

tahun 2014 -2017 rata-rata realisasi kegiatan 
sebanyak 89,19% sedangkan realisasi jumlah 
peserta mencapai 159,70%.  Masih terdapat 

beberapa rencana kegiatan pelatihan yang 
belum dapat direalisasikan. 

Terkait pemenuhan Ganis telah tersedia 32 

orang dari 27 orang yang dipersyaratkan.  
Terdapat kelebihan Ganis PKB 4 orang dan 1 
Ganis Canhut. 

4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 
standar jenjang karir yang dituangkan dalam 

dokumen  PKB dan Prosedur terkait jenjang 
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dan implementasinya 

 

karir diantaranya SOP Manajemen 
Kinerja/Penilaian Akhir Tahun (SOP/SRH/HGD-
07 tanggal terbit 20 Mei 2016) dan SOP 

Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan 
(SOP/SRH/HGD-18 tanggal terbit 20 Mei 2016).  

 

Pada periode tahun 2013-2017 telah terealisasi 

222 promosi karyawan yang ditetapkan setiap 
bulan Oktober.  

4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya. 

 

D BAIK 

 

PT Surya Hutani Jaya telah memiliki  dokumen 
tunjangan kesejahteraan yang tertuang dalam 

dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan 
Surat Perjanjian Kerja serta prosedur terkait 
kesejahteraan karyawan. 

Tunjangan kesejahteraan yang meliputi 

tunjangan kesehatan,  tunjangan makan, 
insentif lokasi, insentif kehadiran, transport, 
cuti, THR, duka cita, suka cita dan premi telah 

seluruhnya direalisasikan sesuai ketentuan. 

Kesimpulan Indikator 4.5.   22/24 = 91,67% (BAIK) 

E. VLK HUTAN 

PRINSIP 1  :  Kepastian areal IUPHHK-HTI 

Indikator 1.1.1. :  Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan 
yang dikelola IUPHHK  

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.1.a. 

Dokumen legal terkait perizinan usaha 
(SKIUPHHK) 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK IUPHHK-HT) berdasarkan SK. 
Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 

April 1996 tentang Pemberian hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 183.3000 
(Seratus Delapan Puluh Tiga Ratus) Hektar di Propinsi 

Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Surya 
Hutani Jaya.  

Tersedia kelengkapan Lampiran Peta Areal Kerja Hak 

Pengusahaan Hutan PT Surya Hutani Jaya Propinsi 
Kalimantan Timur. Luas ± 183.300 ha, Skala Peta 1 : 
100.000. Peta Lampiran ditandatangani oleh Menteri 
Kehutanan Menteri Kehutanan Djamaludin 

Suryohadikusumo dan dicap. 

1.1.1.b.  

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki bukti IIUPHHK telah 
dibayarkan secara lunas sesuai Surat Perintah 
Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman 
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(IIUPHHK). Industri (SPP IIUPHHK-HT) dan Bukti Pemenuhannya.  

Disamping itu, Terdapat Surat Direktorat Iuran dan 
Peredaran Hasil Hutan No. S.548/IPHH/PNBP/HPL.4/ 

7/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Dokumen Iuran 
IUPHHK a.n. PT Surya Hutani Jaya memuat informasi 
bahwa pada point 6 dinyatakan bahwa PT Surya Hutani 

Jaya telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPH. 

1.1.1.c 

Penggunaan kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika ada) 

N/A Berdasarkan telaah dokumen terkait dengan kegiatan 
di luar kegiatan IUPHHK diketahui terhadap data dan 
informasi penggunaan kawasan yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HT PT Surya 

Hutani  Jaya yaitu berupa Izin Perkebunan Kelapa 
Sawit a.n. PT Teguh Jayaprima Abadi berdasarkan Izin 
Usaha Perkebunan dari Bupati Kutai Kartanegara No. 

503/44/SK-DISBUNKUKAR/X/2007 tanggal 27 Oktober 
2017 dimana tumpang tindih areal berada di Distrik 
Sebulu. 

Terdapat upaya identifikasi penggunaan lain di luar 
kegiatan IUPHHK dengan melaksanakan Identifikasi/ 
Pemetaan Konflik Lahan pada areal konsesi PT Surya 

Hutani Jaya.  

PRINSIP 2  :  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1. :  RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) 

disahkan oleh yang berwenang 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.1.1.a.  

Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan 
Kerja/RTT beserta lampirannya yang 
telah disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi : 
a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang disusun 

berdasarkan IHMB/risalah hutan 
dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL 
Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun 
berdasarkan RKU/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 
secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja 

yang dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut. 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki RKUPHHK/RKT beserta 

lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKUPHHK-HT 

pada periode audit diantaranya : 

- Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2009-
2018 PT Surya Hutani Jaya yang telah disahkan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.90/VI-BUHT/2012 tanggal 21 Desemebr 2012 
disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Surya Hutani 

Jaya skala 1 : 100.000. 
- Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 – 2026 

PT Surya Hutani Jaya yang telah disahkan sesuai 

dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No.SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/ 
2018 tanggal 12 Februari 2018 disertai lampiran 

Peta RKUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya skala 1 : 
100.000. 

PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKTUPHHK-HT 
pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang 
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disahkann diantaranya : 

- RKTUPHHK-HT Tahun 2017 yang telah disahkan 
secara self approval melalui Keputusan Direktur 

Utama PT Surya Hutani Jaya No. SK.003/RKT-
SRH/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016. 

- Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2017 yang telah 
disahkan secara self approval melalui Keputusan 

Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya No. 
SK.001/SRH/REV-RKT/X/2017 tanggal 05 Oktober 
2017. 

- RKTUPHHK-HT Tahun 2018 yang telah disahkan 
secara self approval melalui Keputusan Direktur 
Utama PT Surya Hutani Jaya No. SK.002/RKT-

SRH/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 
PT Surya Hutani Jaya memiliki Ganis PHPL Canhut atas 
nama Sugiono, No. Reg. 00804 13/CANHUT/XX/2012 

berdasarkan SK.193/BP2HP.XIII-2/2015 berlaku dari 
tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan 29 Juli 2018 yang 
telah bertugas membuat Peta Penataan Areal Kerja. 

2.1.1.b.  

Peta areal yang tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di lapangan 

 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki peta lampiran 
RKTUPHHK-HT tahun 2018 skala 1 : 100.000  yang 

telah memuat/ menggambarkan areal  yang tidak boleh 
ditebang yaitu Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah, Kawasan pelestarian Satwa Liar, Buffer 

Zone, Kelerengan E dan Perlindungan Mata Air.  

Uji petik keradaan areal yang tidak boleh ditebang 
terbukti implemantasinya di lapangan yaitu : 

- Sempadan Sungai Napai di Distrik Muara Bengkal 
pada koordinat S 00° 23’ 40,7” dan E 116° 52’ 54,5” 
dimana terdapat penandaan batas kawasan lindung 

dengan cat merah dan diverifikasi kondisi vegetasi 
dalam keadaan baik. 

- Sempadan Sungai Sendawan 2 di Distrik Sebulu 
pada koordinat S 00° 02’ 31,1” dan E 117° 06’ 13,7” 

dimana terdapat penandaan batas kawasan lindung 
dengan cat merah dan diverifikasi kondisi vegetasi 
dalam keadaan baik. 

2.1.1.c.  

Penandaan lokasi blok tebangan/blok 
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan 
terbukti di lapangan 

M PT Surya Hutani Jaya peta lampiran RKTUPHHK-HT 

tahun 2018 skala 1 : 100.000  yang telah memuat/ 
menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal 
Pemanenan RKTUPHHK-HT Tahun 2018.  

Pemeriksaan di lapangan menunjukan bahwa terdapat 
Penandaaan blok/petak tebangan RKT Tahun 2018, 
diantaranya : 

- Plang RKT Tahun 2018 di Distrik Muara Bengkal 

pada koordinat S 00° 21’ 45,0” dan E 116° 54’ 48,4” 
diverifikasi sesuai dengan lokasi RKT Tahun 2018. 

- Plang RKT Tahun 2018 di Distrik Sebulu pada 

koordinat S 00° 00’ 33,1” dan E 117° 06’ 23,4” 
diverifikasi sesuai dengan lokasi RKT Tahun 2018. 

- Patok Petak 28 A di Distrik Muara Bengkal pada 

koordinat S 00° 23’ 26,3” dan E 116° 53’ 04,8” 
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dengan pipa paralon sesuai dengan peta RKT Tahun 
2018. 

- Patok Petak 30 A di Distrik M. Bengkal pada koor-

dinat S 00° 23’ 05,8” dan E 116° 54’ 13,6” dengan 
pipa paralon sesuai dengan peta RKT Tahun 2018. 

- Patok Petak 03 C di Distrik Sebulu pada koordinat S -
00° 00’ 07,2” dan E 117° 06’ 43,4” dengan pipa 

paralon sesuai dengan peta RKT Tahun 2018. 
- Patok Petak 23 B di Distrik Sebulu pada koordinat S 

00° 01’ 23,5” dan E 117° 07’ 02,1” dengan pipa 

paralon sesuai dengan peta RKT Tahun 2018. 
- Patok Petak 24 E di Distrik Sebulu pada koordinat S 

00° 01’ 24,6” dan E 117° 07’ 03,0” dengan pipa 

paralon sesuai dengan peta RKT Tahun 2018. 

Indikator 2.2.1. :  Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2.2.1.a.  

Dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen RKUPHHK-HT 

pada periode audit diantaranya : 

- Dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2009-
2018 PT Surya Hutani Jaya yang telah disahkan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.90/VI-BUHT/2012 tanggal 21 Desemebr 2012 
disertai lampiran Peta RKUPHHK-HT PT Surya Hutani 

Jaya skala 1 : 100.000. 
- Dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 – 2026 

PT Surya Hutani Jaya yang telah disahkan sesuai 

dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No.SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/ 
2018 tanggal 12 Februari 2018 disertai lampiran 

Peta RKUPHHK-HT PT Surya Hutani Jaya skala 1 : 
100.000. 

2.2.1.b. 

Kesesuaian lokasi dan volume peman-
faatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan tanaman industri. 

N/A   Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2017 dan 
2018 diketahui PT Surya Hutani Jaya tidak melakukan 
penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan 

alam untuk penyiapan lahan dalam rangka 
pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan 
penyiapan lahan berasal dari areal tananh kosong 

termasuk bekas pemanenan tanaman HTI. 
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PRINSIP 3  :  Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1. :  Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ 

dimanfaatkan telah di LHP-kan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.1. 

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang 

M PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan kegiatan 
PUHH mengunakan SIPUHH Online. 

PT Surya Hutani Jaya memiliki 4 petugas yang 

ditetapkan membuat LHP yaitu Ganis PHPL PKB atas 
nama :   

1. Sugeng Sudarsono dengan nomor register 00548-
13/PKB-R/XX/2011 berlaku sampai dengan 23 

September 2017 s.d. 22 September 2020 sebagai 
Pembuat LHP di Kutai Kartanegara berdasarkan 
SK.120/SRH-SMD/XI/2017 tanggal 01 November 

2017. 
2. Lewi Lapik dengan nomor register 00223-11/PKB-

R/XX/2011 berlaku sampai dengan 14 Februari 

2017 s.d. 13 Februari 2020 sebagai Pembuat LHP 
di Kutai Kartanegara berdasarkan SK No. 
SK.032/SRH-SMD/II/2017 tanggal 14 Februari 

2017. 
3. Aliansyah dengan nomor register 00696-13/PKB-

R/XX/2012 berlaku sampai dengan 12 Maret 2018 

s.d. 11 maret 2021 sebagai Pembuat LHP di Kutai 
Timur berdasarkan SK No. 028/SRH-SMD/III/2018 
tanggal 08 Maret 2018. 

4. Muhyar dengan nomor register 00034-11/PKB-
R/XX/2010 berlaku sampai dengan 13 Oktober 
2017 s.d. 06 Juni 2019 sebagai Pembuat LHP di 
Kutai Timur berdasarkan SK.121/SRH-

SMD/XI/2017 tanggal 01 November 2017. 

Pada periode audit Juli 2017 s.d. Juni 2018 terdapat 
pembuatan dokumen LHP dengan total sebanyak 522 

LHP dengan volume sebanyak 529.669,60 m3, dengan 
rincian :  

- Pada RKT Tahun 2017 periode bulan Juni 2017 s.d. 

Desember 2017, sebanyak 250.462,59 m3 berasal 
dari : 
- Wilayah Kutai Kartanegara sebanyak 191.825,44 

m3 

- Wilayah Kutai Kimur sebanyak 58.637,15 m3 

- Pada RKT Tahun 2018 periode bulan Januari 2018 

s.d. Juli 2018, sebanyak 279.207,01 m3  berasal dari 
: 

- Wilayah Kutai Kartanegara sebanyak 204.408,82 

m3 
- Wilayah Kutai Kimur sebanyak 74.798,19 m3 

Stock Kayu saat dilakukan audit berdasarkan LMKB per 
03 Juni 2018 di TPK Hutan sebanyak 6.9911,10 m3. 

Terhadap Stock Kayu dilakukan Uji petik pengukuran 
fisik kayu yang tealh di LHP sebanyak 6 tumpukan 
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didapatkan perbedaan ukuran volume sebesar 0,65 % 
(dibawah 10 %), yang berarti terdapat kesesuaian 
antara dokumen LHP dengan fisik kayu. 

Indikator 3.1.2. :  Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.2. 

Surat Keterangan sahnya hasil hutan 
dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau 
penampung kayu terdaftar 

c) TPK Antara ke industry primer hasil 

hutan dan/atau penampung kayu 
terdaftar 

M Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PT 

Surya Hutani Jaya telah menetapakan TPn TPK Hutan 
dan TPK Antara sebagai berikut : 
- PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan TPn dan 

TPK yang telah terlampir dalam Dokumen 
RKTUPHHK-HT baik Tahun 2017 dan 2018 yang 
telah disahkan secara self Approval oleh Direktur 

Utama PT Surya Hutani Jaya sebagaimana yang 
telah dijabarkan pada verifier 2.1.1.a. 

- PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan TPK Antara 
melalui SK Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya 

Nomor SK.031/SRH-SMD/II/2017 tanggal 17 
Februari 2017 tentang Penetapan TPK Antara 
(Logyard/Logpond) IUPHHK-HTI PT Surya Hutani 

Jaya Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 
Timur. SK TPK Antara ditandatangani oleh Direktur 
Utama a/n Husin dan berlaku sampai dengan 

tanggal 16 Februari 2022. 

PT Surya Hutani Jaya telah menunjuk/ mengangkat 
Ganis PHPL PKB sebagai petugas Penerbit SKSHHK dan 

P3KB diantaranya : 

1. Widji Hariyanto, Register No 00004-13/PKB-
R/XX/2010 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI 

Samarinda No. SK.484/BPHP.XI-3/2016 berlaku 
s/d 8 Juli 2019 dan Ditetapkan sebagai Penerbit 
SKSHHK wilayah Kutai Kartanegara berdasarkan 

SK.103/SRH-SMD/VII/2016 tanggal 25 Agustus 
2016. 

2. Andang Siswanto, Register No. 00547-11/PKB-
R/XX/2011 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI 

Samarinda No. SK.654/BPHP.XI-3/2017 berlaku 
s/d 22 September 2022 dan ditetapkan Penerbit 
SKSHHK wilayah Kutai Kartanegara berdasarkan 

SK.111/SRH-SMD/X/2016 tanggal 23 Oktober 
2017. 

3. Rizwanda, Register No. 02441-11/PKB-R/XX/2018 

sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 
SK.273/BPHP.XI-3/2018 berlaku s/d 01 Mei 2021 
dan ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK wilayah 

Kutai Kartanegara berdasarkan SK.061/SRH-
SMD/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018. 

4. Yoefrizer, Register No 0800-13/PKB-R/XX/2012 
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sesuai SK Kepala BP2HP Wilayah XIII Samarinda 
Nomor SK.194/BP2HP.XIII-2/2015 berlaku s/d 29 
Juli 2018 dan ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK 

wilayah Kutai Timur dan Kutai Kartanegara 
berdasarkan SK.085/SRH-SMD/VII/2015 tanggal 
24 Juli 2015. 

5. Arnold Rahim, Register No 0801-13/PKB-

R/XX/2012 sesuai SK Kepala BP2HP Wilayah XIII 
Samarinda Nomor SK.195/BP2HP.XIII-2/2015 
berlaku s/d 29 Juli 2018 dan ditetapkan sebagai 

Penerbit SKSHHK wilayah Kutai Timur dan Kutai 
Kartanegara berdasarkan SK.086/SRH-
SMD/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015. 

6. Galih Rakasiwi, Register No. 02442-11/PKB-
R/XX/2018 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI 
Samarinda No. SK.274/BPHP.XI-3/2018 berlaku 

s/d 01 Mei 2021 dan ditetapkan sebagai Penerbit 
SKSHHK wilayah Kutai Timur berdasarkan 
SK.063/SRH-SMD/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018. 

7. Mustofa, Register No 00224-11/PKB-R/XX/2011 
sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 
SK.50/BPHP.XI-3/2018 berlaku s/d 13 Februari 

2020 dan ditetapkan sebagai Penerbit SKSHHK 
TPK Antara berdasarkan SK.037/SRH-
SMD/III/2018 tanggal 23 Maret 2018. 

8. Heri Santoso, SP dengan No. Register 00691-

11/PKB-R/XX/2012 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah 
XI Samarinda No. SK.76/BPHP.XI-3/2018 berlaku 
s/d 11 Maret 2021 dan ditetapkan sebagai 

Penerbit SKSHHK TPK Antara berdasarkan 
SK.019/SRH-SMD/III/2018 tanggal 07 Maret 2018. 

9. Mustofa, Register No 00224-11/PKB-R/XX/2011 

sesuai SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 
SK.50/BPHP.XI-3/2018 berlaku s/d 13 Februari 
2020 dan ditetapkan sebagai P3KB TPK Antara 

berdasarkan SK.038/SRH-SMD/III/2018 tanggal 23 
Maret 2018. 

10. Heri Santoso, SP dengan No. Register 00691-

11/PKB-R/XX/2012 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah 
XI Samarinda No. SK.76/BPHP.XI-3/2018 berlaku 
s/d 11 Maret 2021 dan ditetapkan sebagai P3KB 

TPK Antara berdasarkan SK.026/SRH-
SMD/III/2018 tanggal 07 Maret 2018. 

PT Surya Hutani Jaya telah menerbitkan Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) sesuai 

ketentuan dari : 

- TPK Hutan dengan tujuan TPK Industri sebanyak 
4.119 set dengan total 60.051,13 m3 terdiri atas 

jenis Akasia sebanyak 31.550,33 m3 dan jenis 
Eucalyptus sebanyak 28.500,8 m3. 

 

- TPK Hutan dengan tujuan TPK Antara sebanyak 
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NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

27.897 set dengan total 536.044,84 m3 terdiri atas 
jenis Akasia sebanyak 133.275,94 m3 dan jenis 
Eucalyptus sebanyak 402.768,9 m3. 

- TPK Antara dengan tujuan TPK Industri sebanyak 
148 set dengan total 442.163,08 m3 terdiri atas 
jenis Akasia sebanyak 109.879,32 m3 dan jenis 
Eucalyptus sebanyak 332.283,76 m3. 

Uji petik terhadap persediaan kayu yang tedapat di 
Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) PT Surya Hutani 
Jaya bahwa terdapat kesesuaian data dengan SKSHHK 

terkait. 

Indikator 3.1.3. :  Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.3.a.  

Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu 
bulat  dari pemegang IUPHHK-HT bisa 
dilacak balak 

N/A PT Surya Hutani Jaya merupakan pemagang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
(IUPHHK-HT). 

3.1.3.b.  

Identitas kayu diterapkan secara 
konsisten oleh pemegang izin 

N/A PT Surya Hutani Jaya merupakan pemagang Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
(IUPHHK-HT). 

Indikator 3.1.4. :  Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar 

TPK 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.1.4. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil 
Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan 

arsip FAKB dan lampirannya untuk 
hutan tanaman 

 

M PT Surya Hutan Jaya memiliki arsip dokumen SKSHHK 
yang telah digunakan dalam pengangkutan kayu kelua 
dari Tempat Penimbunan Kayu yaitu : 

 TPK Hutan dengan tujuan TPK Industri sebanyak 
4.119 set dengan total 60.051,13 m3 terdiri atas 

jenis Akasia sebanyak 31.550,33 m3 dan jenis 
Eucalyptus sebanyak 28.500,8 m3. 

 TPK Hutan dengan tujuan TPK Antara sebanyak 

27.897 set dengan total 536.044,84 m3 terdiri atas 
jenis Akasia sebanyak 133.275,94 m3 dan jenis 
Eucalyptus sebanyak 402.768,9 m3. 

 TPK Antara dengan tujuan TPK Industri sebanyak 
148 set dengan total 442.163,08 m3 terdiri atas 

jenis Akasia sebanyak 109.879,32 m3 dan jenis 
Eucalyptus sebanyak 332.283,76 m3. 
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Indikator 3.2.1. :  Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau 

Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.2.1.a.  

Dokumen SPP (Surat Perintah 
Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen SPP PSDH. 
Dapat diverifiksi bahwa dokumen SPP  PSDH yang 
diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun 

tarif telah sesuai dengan LHP.  

Dapat diverifikasi total SPP PSDH yang diterbitkan atas 
522 set LHP sebanyak Rp. 3.556.469.400,00. 

3.2.1.b.  

Bukti setor DR dan atau PSDH 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki bukti setor PSDH yang 
dapat diverifikasi telah dibayar Lunas sesuai dengan 

SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam 
dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif 
telah sesuai.  

Total pembayaran atas SPP PSDH yang diterbitkan 
sebanyak Rp. 3.556.469.400,00 

Pembayaran PSDH yang dibayarkan telah sesuai 
dengan kode billing yang diterbitkan. 

3.2.1.c.  

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas 
hutan alam (termasuk hasil kegiatan 
penyiapan lahan untuk pembangunan 

hutan tanaman) dan kesesuaian tarif 
PSDH untuk kayu hutan tanaman. 

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT 

Surya Hutani jaya telah sesuai dengan persyaratan 
ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang 
berlaku di Pulau Kalimantan. 

Sebelum tanggal 10 Februari 2018 Peraturan yang 
diacu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.68/Menhut-II/2014 untuk jenis Acasia dan Eucalyptus 

yang diproduksi oleh PT Surya Hutani jaya sebesar Rp. 
5.400,00 per m3. 

Selanjutnya, sejak berlakunya Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tertanggal 10 
Februari 2018, tarif PSDH berubah untuk jenis Acasia 
dan Eucalyptus menjadi Rp. 8.400,00 per m3.  

Tarif PSDH yang dibayarkan telah sesui dengan 
peraturan yang berlaku. 

Indikator 3.3.1. :  Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.1..  

Dokumen PKAPT 

M PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen 
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Surat 
No.6/SIPT/PKAPT/03/2017, tanggal 10 Maret 2017 

dengan nomor PKAPT No. 17.06.1.03438 berlaku 
sampai dengan 10 Maret 2022 
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Indikator 3.3.2. :  Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang 

berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.3.2.  

Dokumen yang menunjukkan identitas 
kapal 

M Berdasarkan dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan 
bahwa pada periode audit (Juli 2017 s.d. Juni 2018) 
PT Surya Hutani Jaya telah melakukan penjualan dan/ 

atau pengiriman kayu ke luar pulau Kalimantan 
sebanyak 148 Set SKSHHK yang seluruhnya dengan 
tujuan PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau, 
Sumatera. 

Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Kapal yang 
digunakan untuk mengangkut kayu telah memiliki izin 
yang sah sesuai dokumen Surat Izin Berlayar/ Surat 

Persetujuan Berlayar/ Port Clearance dan dinyatakan 
telah berbendera Indonesia. 

Indikator 3.4.1. :  Implementasi Tanda V-Legal. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3.4.1.  

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai 
ketentuan 

M PT Surya Hutani Jaya merupakan pemegang IUPHHK-
HTI yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) dari LPPHPL PT Trustindo Prima 

Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 004.PHPL.019-
IDN.10.13 dan telah memiliki Perjanjian Sub-Lisensi 
tanda V-Legal.  

Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen 
SKSHHK sebagai dokumen sahnya kayu menuju ke 
Industri Chip Mill PT Sarana Bina Semesta Alam dan  

Industri PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau. 

PRINSIP 4  :  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 

penebangan 

Indikator 4.1.1. :  Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan 

sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.1. 

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-
RPL 

 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen AMDAL yang 
terdiri atas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan 
(ANDAL), Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL atas nama 
PT Surya Hutani Jaya di Kabupaten Dati II Kutai Timur 

dan Kutai Kartanegara Provinsi Dati I Kalimantan 
Timur, yang disusun pada bulan Januari 1995 dan telah 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan dengan Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 
tanggal 19 Januari 1995. 
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Indikator 4.1.2. :  Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang 

menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan 

menyediakan manfaat sosial. 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

4.1.2.a.  

Dokumen RKL dan RPL 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana 
Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada 

dokumen Analisis Dampak lingkungan (ANDAL) yang 
telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 
tanggal 19 Januari 1995. 

Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang telah 
dilaporkan kepada instansi terkait secara periodik 
setiap Semester yaitu Semester I dan Semester II 2017 

dan diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek 
fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. 

4.1.2.b.  

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan dampak penting aspek 

fisik-kimia, biologi dan sosial 

M Dapat dijumpai bukti pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui 
observasi lapangan diantaranya : 

- Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai 
Napai di Distrik Muara Bengkal pada koordinat S 00° 
23’ 40,7” dan E 116° 52’ 54,5” dimana terdapat 

penandaan batas kawasan lindung dengan cat 
merah dan diverifikasi kondisi vegetasi dalam 
keadaan baik. 

- Pengelolaan Limbah B3 yang terbukti keberadaanya 
telah dilaksanakan dengan observasi lapangan pada 
Distrik Sebulu. 

- Pemantauan Debit Air dan Sedimen Air 
menggunakan stick pada Outlet Sungai Beluhi di 
Distrik Muara Bengkal pada koordinat N 00° 26’ 

25,4” dan E 116° 51’ 35,58”. 
- Pemantuan Curah Hujan menggunakan Ombrometer 

untuk mengukur curah hujan dapat dijumpai di 

Kantor Distrik Muara bengkal pada koordinat N 00° 
26’ 28,1” dan E 116° 38’ 09,38”. 

- Pemantauan Suhu dan Kelembaban dapat 
diverifikasi berupa alat termo higro sebagai bahan 

untuk menentukan tingkat bahaya rawan kebakaran.  
- Pemantauan Komponen Bio Fisik Kimia diantaranya 

Pemantauan kualitas air sungai dengan lokasi 

sampling point S. Beluhi di Distrik Muara Bengkal, S. 
Bendang di Distrik Muara Bengkal, dan S. Sendawan 
di Distrik Sebulu, 

- Emisi Gas Buang dan Kualitas Udara Ambien 
bekerjasama dengan Laboratorium KehatiLab 
Indonesia sesuai dengan hasil uji labratorium yang 

terlampir pada laporan pelaksanaan RKL-RPL. 
- Penyerapan tenaga kerja lokal sebegai bentuk 

peningkatan ekonomi. 

- Kegiatan CD-CSR dalam bentuk penyiraman jalan, 
fogging, sunatan masal, bantuan kesehatan, pada 
aspek ekonomi berupa budidaya holtikultura, 
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perikanan, tenak madu, dan pada aspek pendidikan 
berupa bantuan beasiswa, honor guru, serta 
bantuan untuk kegiatan sosial budaya. 

PRINSIP 5  :  Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1. :  Prosedur dan implementasi K3 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.1.1.a.  

Pedoman / prosedur K3 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen pedoman/ 
prodesur K3 yang tergabung dalam SOP Health Safety 

and Environment. Diverifikasi setidaknya terdapat 19 
SOP yang terkait pedoman/ prsedur K3. Disamping itu, 
terdapat SOP Kegiatan Oprasional Tahapan Sistem 

Silvikultur yang telah mencantumkan terkait Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja, misalnya SOP Pengukuran No. 
Dokumen SOP/SRH/PD-08 tanggal 12-06-2017 Rev.2 

didalamnya mencantumkan penggunaan APD pada 
prosedur pelaksanaan kegiatan pengukuran. 

Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam 
implementasi pedoman K3 yaitu Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Surya 
Hutani Jaya dan telah didaftarkan dan disahkan oleh 
Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur melalui SK. No. : KEP.566/210/P2K3/PPK/DTKT/ 
2017 tanggal 27 Januari 2017.  

5.1.1.b.  

Ketersediaan Peralatan K3 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki Peratalan K3 sesuai 
dengan Data Peralatan Keselamatan dan kesehatan 

Kerja (K3) PT Surya Hutani Jaya periode Juni 2018. 
Berdasarkan observasi lapangan dapat diverifikasi 
tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi 
dengan baik, diantaranya : 

- Kotak P3K yang terdiri atas yang di bangunan Kantor 
Region 38, Kantor Distrik, Kantin, Gudang limbah B3, 
Gudang Logistik, Mess dan Ruang Meeting. 

- APAR yang telah didistribusikan di bangunan Kantor 
Region 38, Kantor Distrik, Kantin, Gudang limbah B3, 
Gudang Logistik, Mess dan Ruang Meeting dengan 

kondisi tekanan bar masih baik. 
- Alat Pelindung Diri seperti Helm, Rompi, dan sepatu 

safety, kaos tangan, kacamata safery, dan Masker 

telah digunakan di lapangan secara konsisten. 
- Peralatan pemadam kebakaran diantaranya mobil 

pemadam kebakaran, pompa air, selang, nozzle, dan 

peralatan manual lainnya dapat diverifikasi di Distrik 
Sebulu.  

- Terdapat fire denger rating sebagai petunjuk status 

tingkat bahaya kebakaran. 
- Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di jalan 

utama (main road). 
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5.1.1.c.  

Catatan Kecelakaan Kerja 

M PT Surya Hutani Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja 
yang terjadi pada pariode audit (Juli 2017 s.d. Juni 
2018). 

Selama periode audit terjadi catatan kecelakaan kerja 
sebanyak 18 ( delapan belas) kali. Jenis kecelakaan 
Kerja yang terjadi kecelakaan adalah kecelakaan kerja 
dan tidak terdapat kecelakaan akibat lalu lintas pada 

karyawan PT Surya Hutani Jaya pada periode Audit. 

Berdasarkan Observasi lapangan dan wawancara 
dengan Setya Danureja dapat diverifikasi bahwa PT 

Surya Hutani Jaya memiliki Program K3 dalam upaya 
dalam menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu 
diantaranya sebagai berikut :  

- Safety induksi pada setiap tamu yang datang atau 
berkunjung  

- Kegiatan safety talk yang dilakukan ssecara rutin 

setiap jum’at pagi 

- Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan melalui 
general check up 

- Membuatan dan melakukan pemeliharaan rambu/ 
papan himbauan 

- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, 

sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada 
pekerja di lapangan. 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.1. 

Serikat pekerja atau kebijakan 
perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk membentuk atau 
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

M Pada lingkungan karyawan PT Surya Hutani Jaya telah 
terbentuk serikat pekerja dan tergabung dalam Federasi 
Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahutindo). Pengurus 

Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo PT Surya Hutani 
Jaya periode 2018 – 2021 telah disahkan melalui Surat 
Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat 

Pekerja KAHUTINDO Kabupaten Kutai Kartanegara No. 
KEP-002/DPC FSPK/SK/I/2018 dan tercatat pada Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai 
Kartanegara sesuai dengan Surat No. 

567/116/PHIJSTK.III/1/2018 tanggal 25 Januari 2018. 
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Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 

yang mengatur hak-hak pekerja 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.2. 

Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

M Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
antara PT Surya Hutani Jaya dengan Pimpinan Unit 
Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan 

Indonesia PT Surya Hutani Jaya (PUK SP KAHUTINDO 
PT SUYA HUTANI JAYA). PKB yang memuat hak hak 
karyawan dan telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui 

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Timur No. KEP. 
560/2928/B.PHI&JAMSOSTEK/2016 tanggal   Oktober 

2016 dan terdaftar dengan nomor pendaftaran Nomor 
61/PSKP/B.PHI&JSTK/2016 Perjanjian 17 Oktober 2016 
sampai dengan 16 Oktober 2018. 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) 

NOMOR DAN JUDUL 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

5.2.3. 

Pekerja yang masih di bawah umur 

M PT Surya Hutani Jaya tidak mempekerjakan Karyawan 
dibawah umur. Karyawan yang bekerja pada PT Surya 

Hutani Jaya berdasarkan Daftar Karyawan periode Juni 
2018 sebanyak 499 orang terdiri dari Karyawan yang 
bekerja di area Distrik Sebulu, Muara Bengkal, Santan 

Kantor Region 38 dan Kantor Samarinda. Karyawan 
termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Trianto 
yang dilahir pada tanggal 03 Februari 2000 sebagai 

Suplly Chain. 
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F. NII.AI AKHIR KINERJA PHPL PT SURYA HUTANI JAYA

FPHPL-18 i Rev. L Tanggal { April 2017 i

6 Agustus 2018
Prima l(aryaP-T Trustinrto

,lila,

1. Indikator 1.1 89 Vo BAIK 3 3

2. Indikator 1.2 83 o/o BAIK 3 3

3. Indikator 1.3 100 o/o BAIK 3 3

4. Indikator 1.4 100 o/o BAIK 3 3

5. Indikator 1.5 72 o/o SEDANG 2 3

6. Indikator 2.1 87 Vo BAIK 3 3

7. Indikator 22 92 o/o BAIK 3 3

8. Indikator 2,3 95 Vo BAIK 3 3

9. Indikator 2,4 100 o/o BAIK 3 3

10. Indikator 2.5 90 o/o BAIK 3 3

11. Indikator 2.6 57 o/o BURUK 1 3

L2, Indilotor 3.1 85 o/o BAIK 3 3

13. Indikator 3.2 92 a/o BAIK 3 3

14. Indikator 3.3 83 Vo BAIK 3 3

15. Indikator 3.4 100 o/o BAIK 3 3

15. Indikator 3.5 89 Vo BAIK 3 3

L7. Indikator 3.6 89 o/o BAIK 3 3

18. Indikator 4.1 93 o/o BAIK 3 3

19. Indikator 4.2 87 o/o BAIK 3 3

20. Indikator 4.3 93 o/o BAIK 3 3

2L, Indikator 4.4 92 o/o BAIK 3 3

22. Indikator 4.5 92 olo BAIK 3 3

JUMI.AH 63 55

NilaiKinerja PHPL
95,45o/o
(BAIK)

Halaman 67 darl67'


